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MOTTO 
 ٍمْوَِقل ِتَيَلآا ُفِّرَصُن َكِلَذَك اًدِكَن لاِإ ُُجرَْيَ لا َثُبَخ يِذَّلاَو ِِّهبَر ِنْذِِبِ ُُهتاَب َن ُُجرَْيَ ُبِّيَّطلا ُدَل َبْلاَو
 َنوُرُكْشَي(٥٨  
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan 
tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah Kami 
menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang 
bersyukur. 
(QS. Al-‘A >ra>f:  Ayat 58) 
 
 
“ ..Sesungguhnya al-mashlahah al-mursalah ialah maslahat yang termasuk di 
dalam jenis yang diungkapkan asy- Syari' (Pembuat Syariat) secara global 
tanpa adanya dalil yang jelas ...” 
 
( NN) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
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bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
x 
 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ي  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و  
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Milla Kobayashi D I K I H, NIM: 142111059, “TINJAUAN 
MAS{LA{HAH MURSA{LAH DALAM  MAGERSARI DI STATUS SULTAN 
GROUND DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 
 
Tanah milik keraton Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian dimanfaatkan 
oleh masyarakat sekitar untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran, dan 
lainnya hal itu seringkali disebut dengan Magersari, mereka menggunakan tanah 
tersebut tidak asal memakainya akan tetapi harus mengajukan perizinan dari pihak 
keraton, agar memperoleh Serat Kekancingan dan tanah tersebut tidak dapat 
menjadi hak milik, akan tetapi sebelum tahun 2000-an tanah tersebut sudah 
memiliki pemilik maka keraton tidak akan mengambilnya. Ma{sla{hah Mursa{lah 
adalah salah satu bagian dari kajian fiqih atau hukum islam yang membahas 
mengenai kemaslahatan umat atau kemanfaatan bagi sekitarnya selama hal itu 
baik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah. Bagaimana pelaksanaan 
magersari di Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta? Bagaimana 
pelaksanaan magersari di Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
prespektif mas{la{hah mursa{lah?. Metode yang digunakan ialah penelitian 
kualitatif deskriptif. 
 Teori yang dipergunakan untuk mengkaji hal ini Undang-Undang Nomor  
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, serta Peraturan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017, Dan Rijksblad 
Kasultanan 1918 dan Ma{sla{hah Mu>rsa{lah. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah magersari memilki beberapa tata cara dan 
aturan yang telah ditentukan oleh pihak keraton yang dimana sudah dirinci dan 
juga pelaksanaan sudah sesuai peraturan perundang-undangan, mulai dari alur 
pendaftaran awal, akhir hingga peralihan hak milik dari pemilik awal hingga 
pewaris. Untuk penyelesaian masalah yang kerap kali ditemukan dimasayarakat 
luas mengenai pelaksanaa ataupun prosedural mengenai penggunaan dan 
xviii 
 
pemakaian tanah Kasultanan maka pemerintah harus melaksanakan sosialisasi 
ulang mengenai tata pelaksanaan dan perizinan penggunaan Magersari. 
Mas{la{hah Mursa{lah memandang bahwasannya pelaksanaan dan perizinan 
sudah sesuai dengan kemanfaatan yang dimaksudkan dalam hal mas{la{hah, dimana 
masyarakat dapat mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan kehidupan 
mereka sehari-hari dan pemenuhan perekonomian. Biaya sewapun tidak 
memberatkan pemakai. 
  
Kata kunci: Tanah, Magersari, Ma{sla{hah Mursa{lah,. 
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ABSTRACT 
Milla Kobayashi D I K I H, NIM: 142111059, “TINJAUAN 
MAS{LA{HAH MURSA{LAH DALAM MAGERSARI DI STATUS SULTAN 
GROUND DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 
  
 The land belonging to the palace of the Special Territory of Yogyakarta 
is partly utilized by the surrounding community for residence, place of business, 
office, and others it is often referred to as Magersari, they use the land not 
originally use it but have to propose permission from the palace, in order to obtain 
Fiber Fiber and the land can not be a property, but before the year 2000 the land 
already has the owner of the palace will not take it. Ma{sla{hah Mursa{lah is one part 
of the study of jurisprudence or Islamic law that discusses the benefit of the 
people or the benefit for the surrounding as long as it is good. 
 Problem formulation in this research is. How is the implementation of 
magersari in Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta? How is the 
implementation of magersari in Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta in 
the perspective of mas{la{hah mursa{lah ?. The method used is descriptive 
qualitative research. 
 The theory used to examine this Law No. 13 of 2012 on the Specialties 
of Yogyakarta, as well as the Regulation of the Governor of Yogyakarta Special 
Region No. 33 of 2017, And Rijksblad Sultanate 1918 and Ma {sla{hah Mu>rsa{lah. 
 Implementation of land registration magersari have some procedures and 
rules that have been determined by the palace which has been detailed and also 
the implementation is in accordance with legislation, ranging from the initial 
registration flow, end to the transfer of property rights from the initial owner to 
the heir.In order to solve the problems that are often found in the wide range of 
issues concerning the implementation or the procedural regarding the use and use 
of the Sultanate land, the government must re-socialize the implementation and 
licensing of the use of Magersari. 
 Mas<la{hah Mursa{saw that its implementation and licensing are in 
accordance with the intended benefit in the case of mas{la{hah, where the 
xx 
 
community can use the land for the benefit of their daily lives and the fulfillment 
of the economy. The cost does not incriminate the wearer. 
 
Keywords: Land, Magersari, Masla{hah Mursa{lah. 
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Tanah milik keraton Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian dimanfaatkan 
oleh masyarakat sekitar untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran, dan lainnya 
hal itu seringkali disebut dengan Magersari, mereka menggunakan tanah tersebut 
tidak asal memakainya akan tetapi harus mengajukan perizinan dari pihak keraton, 
agar memperoleh Serat Kekancingan dan tanah tersebut tidak dapat menjadi hak 
milik, akan tetapi sebelum tahun 2000-an tanah tersebut sudah memiliki pemilik 
maka keraton tidak akan mengambilnya. Ma{sla{hah Mursa{lah adalah salah satu bagian 
dari kajian fiqih atau hukum islam yang membahas mengenai kemaslahatan umat atau 
kemanfaatan bagi sekitarnya selama hal itu baik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah. Bagaimana pelaksanaan 
magersari di Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta? Bagaimana pelaksanaan 
magersari di Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta dalam prespektif mas{la{hah 
mursa{lah?. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. 
 Teori yang dipergunakan untuk mengkaji hal ini Undang-Undang Nomor  13 
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, serta Peraturan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017, Dan Rijksblad Kasultanan 1918 
dan Ma{sla{hah Mu>rsa{lah. 
Pelaksanaan pendaftaran tanah magersari memilki beberapa tata cara dan 
aturan yang telah ditentukan oleh pihak keraton yang dimana sudah dirinci dan juga 
pelaksanaan sudah sesuai peraturan perundang-undangan, mulai dari alur pendaftaran 
awal, akhir hingga peralihan hak milik dari pemilik awal hingga pewaris. Untuk 
penyelesaian masalah yang kerap kali ditemukan dimasayarakat luas mengenai 
pelaksanaa ataupun prosedural mengenai penggunaan dan pemakaian tanah 
Kasultanan maka pemerintah harus melaksanakan sosialisasi ulang mengenai tata 
pelaksanaan dan perizinan penggunaan Magersari. 
Mas{la{hah Mursa{lah memandang bahwasannya pelaksanaan dan perizinan 
sudah sesuai dengan kemanfaatan yang dimaksudkan dalam hal mas{la{hah, dimana 
masyarakat dapat mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan kehidupan 
mereka sehari-hari dan pemenuhan perekonomian. Biaya sewapun tidak 
memberatkan pemakai. 
  
Kata kunci: Tanah, Magersari, Ma{sla{hah Mursa{lah,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Milla Kobayashi D I K I H, NIM: 142111059, “TINJAUAN MAS{LA{HAH 
MURSA{LAH DALAM MAGERSARI DI STATUS SULTAN GROUND 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 
  
 The land belonging to the palace of the Special Territory of Yogyakarta is 
partly utilized by the surrounding community for residence, place of business, office, 
and others it is often referred to as Magersari, they use the land not originally use it 
but have to propose permission from the palace, in order to obtain Fiber Fiber and the 
land can not be a property, but before the year 2000 the land already has the owner of 
the palace will not take it. Ma{sla{hah Mursa{lah is one part of the study of 
jurisprudence or Islamic law that discusses the benefit of the people or the benefit for 
the surrounding as long as it is good. 
 Problem formulation in this research is. How is the implementation of 
magersari in Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta? How is the 
implementation of magersari in Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta in the 
perspective of mas{la{hah mursa{lah ?. The method used is descriptive qualitative 
research. 
 The theory used to examine this Law No. 13 of 2012 on the Specialties of 
Yogyakarta, as well as the Regulation of the Governor of Yogyakarta Special Region 
No. 33 of 2017, And Rijksblad Sultanate 1918 and Ma {sla{hah Mu>rsa{lah. 
 Implementation of land registration magersari have some procedures and 
rules that have been determined by the palace which has been detailed and also the 
implementation is in accordance with legislation, ranging from the initial registration 
flow, end to the transfer of property rights from the initial owner to the heir.In order 
to solve the problems that are often found in the wide range of issues concerning the 
implementation or the procedural regarding the use and use of the Sultanate land, the 
government must re-socialize the implementation and licensing of the use of 
Magersari. 
 Mas<la{hah Mursa{saw that its implementation and licensing are in accordance 
with the intended benefit in the case of mas{la{hah, where the community can use the 
land for the benefit of their daily lives and the fulfillment of the economy. The cost 
does not incriminate the wearer. 
 
Keywords: Land, Magersari, Masla{hah Mursa{lah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Tanah merupakan salah satu unsur dalam kehidupan manusia, 
Daerah istimewa Yogyakarta memiliki Undang-Undang sistem 
pengolahan tanah yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur 
mengenai pemberian kewenangan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagai daerah otonom untuk mengurus tata cara pengisian jabatan, 
kedudukan, tugas, wewenang, Gubernur dan Wakil Gubernur, 
kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kebudayaan, 
Pertanahan, dan Tata Ruang. Hal Tersebut sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 yang menyebutkan bahwasannya 
penyelenggaraan kewenangan keistimewaan disesuaikan dengan nilai-nilai 
kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.
1
 Dan untuk kewenangan 
pertanahan dan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Pasal 32, 33, 34, 
dan 35. Secara garis besar, pasal-pasal tersebut menerangkan bahwasannya 
Kasultanan Ngayogyakarto Hardiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alam 
untuk menyelenggarakan kewenangan pertanahan dinyatakan sebagai 
badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas Kasultanan dan 
Kadipaten. 
                                                          
1
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
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Pengaturan terkait tanah milik kesultanan sebelum masa 
kemerdekaan sudah tertuang dalam Rijksblad Kasultanan Nomor 18 
Tahun 1918 dan Rijksblad Kasultanan Nomor 18 Tahun 1918 yang 
menyatakan : 
“Sakabahing bumi ora ono tondo yektine kadarbe ing liyan mawa 
wewenang egindom dadi bumi kagungane kraton ingsun” 
Artinya bahwasannya semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan 
oleh orang melalui hak egindom (milik), maka tanah tersebut menjadi 
milik kerajaanku.
2
 
Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanah daerah 
Swaparja. Hukum Tanah Swaparja adalah keseluruhan peraturan tentang 
pertanahan yang khusus berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan 
merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah keraton. Rakyat hanya 
memiliki hak pakai dan hak guna yang biasa disebut Magersari. Banyak 
masyarakat umum yang dapat memanfaatkan dan menggunakan tanah 
Magersari. Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai 
Tanah Keraton terlebih dahulu harus meminta izin kepada Paniti Kismo. 
Paniti Kismo merupakan lemabaga adat yang mengurusi pertanahan 
Keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda izin tersebut 
adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan dengan ketentuan-ketentuan 
yang ada. Dengan adanya surat kekancingan yang dikeluarkan oleh Sultan 
dan Paku Alam masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan tanah 
                                                          
2
 PJ Suwarno, Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokasi Pemerintahan Yogyakarta 
1942-1974 (Kanisisus : Yogyakarta, 1974), hlm 51.   
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magersari yang mereka gunakan untuk tempat tinggal ataupun untuk 
tempat usaha.  
Dalam pelaksanaan magersari terdapat beberapa kendala seperti 
pelaksanaan teknis yang ada dilapangan, dimana terdapat beberapa orang 
yang masih suka nekat melanggar peraturan ketentuan tentang penggunaan 
magersari dan kawasan magersari dan juga bagi pendatang yang 
menyalahi aturan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu tepatnya 2017 
di kawasan dekat malioboro tentang menyalahi aturan kawasan yang tidak 
masuk kedalam area milik pengguna magersari digunakan sebagai tempat 
usaha yang dimana disitu pada awalnya digunakan sebagai taman dan pada 
akhirnya pihak kertaon menindak tegas, sekarang pihak kerton sedang 
melakukan pendataan ulang terhadap aset tanahnya. 
Dalam pelaksanaan magersari terdapat beberapa kendala seperti 
pelaksanaan teknis yang ada dilapangan, dimana terdapat beberapa orang 
yang masih suka nekat melanggar peraturan ketentuan tentang penggunaan 
magersari dan kawasan magersari dan juga bagi pendatang yang 
menyalahi aturan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu tepatnya 2017 
di kawasan dekat malioboro tentang menyalahi aturan kawasan yang tidak 
masuk kedalam area milik pengguna magersari digunakan sebagai tempat 
usaha yang dimana disitu pada awalnya digunakan sebagai taman dan pada 
akhirnya pihak kertaon menindak tegas, sekarang pihak kerton sedang 
melakukan pendataan ulang terhadap aset tanahnya. 
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 Tanah seringkali menjadi suatu permasalahan yang sangat disorot 
baik dalam sosial, hukum, dan bahkan politik. Dalam segi hukum dapat 
melihat tanah dari status kepemilikannya, baik perseorangan maupun 
lembaga. Sedangkan didalam hukum Islam sendiri dijelaskan 
bahwasannya Islam tidak hanya mengakui kepemilikan harta (tanah) 
secara perorangan, yang pada hakekatnya hanya mementingkan hak 
pribadi, tetapi juga hak milik umum yang dapat dimanfaatkan bersama-
sama. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar 
pembangunan ekonomi, hal-hal yang di harapkan dalam dasar 
perekonomian pembangunan akan terlaksana ataupun terwujud apabila 
berjalan pada prosesnya dan tidak keluar dari batasan Allah SWT. Jika 
dikaitkan dengan kaidah Fiqih maka permaslahan ini masuk kedalam 
Mas{la{hah Mursa{lah, adalah mengambil manfaat dan menolak 
kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’. Dan mas{la{hah 
mursa{lah merupakan suatu kemaslahatan yang dipandang oleh manusia 
yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Qur’an dan Sunnah baik dalil yang 
membenarkan maupun dalil yang menyalahkan.
3
 Jika dikaitkan dengan 
masalah yang sedang dibahas yaitu tanah, maka hal ini masuk kedalam sub 
pembahasan Mas{la{hah Dha<ru<riyya}h yaitu kemaslahatan yang berhubungan 
dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.
4
 Yang 
termasuk dalam kategori kemaslahatan adalah memelihara jiwa, 
memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (tanah).  
                                                          
3
 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, ( Dina Utama, Semarang. 1994). hlm.116. 
4
 Zurifah Nurdin, Ushul Fiqih , ( Pustaka Setia, Bandung 2012). hlm. 56. 
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 Menghidupkan tanah kembali termasuk dalam memelihara (tanah). 
Didalam Islam sendiri menghidupkan tanah tak bertuan (tidak produktif)  
itu sangat dianjurkan karena hal ini dapat membantu sektor perekonomian, 
dan perluasaan sektor pertanian dan perkebunan dan menambah pertanian 
perkapita. Namun pada masa sekarang pelaksanaannya tidak semudah 
dengan teori yang ada. Di kawasan keraton Yogyakarta misalnya, tanah-
tanah disana merupakan milik keraton meliputi tanah yang tak bertuan, 
masyarakat pendatang yang ingin menempati lahan pertanahan yang 
kosong harus memperoleh ijin dari pihak keraton. Kepada masyarakat tata 
cara pelaksaan dan pengajuan ataupun persayaratan untuk menempati 
tanah tak berpenghuni yang merupakan bagian dari milik keraton, serta 
cara pandang maslahah mursalah terhadap pelaksanaan magersari. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan magersari di Sultan Ground Daerah Istimewa 
Yogyakarta? 
2. Bagaimana pelaksanaan magersari di Sultan Ground Daerah Istimewa 
Yogyakarta dalam prespektif mas{la{hah mursa{lah? 
 
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan magersari di Sultan Ground 
Daerah Istimewa Yogyakarta serta apa saja kendala dalam 
pelaksanaanya. 
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2. Untuk mengetahui cara pandang mas{la{hah mursa{lah dalam melihat 
pelaksanaan magersari di Sultan Ground Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
D. Manfaat 
1. Kegunaan Teoritis 
Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan 
khususnya magersari yang ada diwilayah Yogyakarta. 
2. Kegunaan Praktis  
Pihak keraton Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
menyosialisasikan mengenai Undang-Undang Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat supaya tidak terjadi 
kekeliruan. 
Masyarakat mampu mengikuti dan melaksankan Undang-Undang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.  
E. Kerangka Teori  
Dalam membahas tema ini teori yang digunakan penulis sebagai 
pemecah masalah adalah dasar hukum mengenai posisi tanah magersari 
serta perturan-peraturan lain yang mendukung mengenai pelaksanaan 
magersari dan berdasarkan teori mas{la{hah mursa{lah. 
Sultand Ground merupakan awal mula dari magersari dimana Sri 
Sultan Hamengku Buwono pernah mengatakan bahwa status tanah sultan 
ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat (tanah adat) dan tidak 
dijamin oleh UndanUndang Pokok Agraria, sampai sekarang status 
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kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan keraton. Oleh karena 
itu pemeritah pusat harus memperjelas kepastian hukum status tanah milik 
keraton dan Paku Alam melalui sebuah Undang-Undang. Tanah milik 
Keraton Yogyakarta yang terdiri atas Sultan Ground dan Paku Alaman 
Ground diharapkan akan memiliki kejelasaan secara administratif maupun 
landasan hukum setelah aspek pertanahan dicantumkan dalam Rancangan 
Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istmewa Yogyakarta. Secara 
normatif keberadaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground belum 
terjangkau oleh Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi secara pelaksanaan 
keberadaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground diakui oleh 
masyarakat, untuk itu harus tetap dijaga dan dipelihara serta dilestarikan 
keberadaannya dengan memperhatikan secara historis, sosiologis, dan 
yuridis melalui kegiatan Investarisasi yang sedang digalangkan oleh pihak 
kertaon. Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Provinsi DIY masih 
ada beberapa tanah yang diberi inisial SG dan PAG dan setelah disahkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta tanah-tanah yang disebutkan menjadi Tanah 
Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten Pakualam.
5
  
Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya 
kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan 
milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus 
                                                          
5
 NN,” Keberadaan Sultan Ground  Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di 
Indonesia”.Ivaa (Yogyakarta) , Edisi 16 April 2015 
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meminta ijin kepada pihak keraton. Adapun hak-hak yang di peroleh orang 
yang melaksankan magersari yang dimana hak ini memiliki sifat 
sementara:  
1. Hak pakai 
2. Hak usaha 
3. Hak penggunaan hasil hutan 
4. Hak menumpang 
5. Hak sewa tanah 
Secara etimologi, maqasid al-shari’ah adalah gabungan dari dua 
kata: maqasid dan al-shari’ah. Maqasid adalah bentuk plural dari 
maqasad yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada- yaqsudu yang 
mempunyai banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, 
adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara 
berlebih-lebihan dan kekurangan. Menurut Imam Mawardi, makna-makna 
tersebut semuanya terdapat dalam al-Qur'ân. Sementara kata shari'ah, 
secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara 
terminologis, syari'ah didefinisikan sebagai:
6
 
"Perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah 
laku kehidupan manusia" 
Dengan demikian, shariah hanya bersentuhan dengan hukum shara’ 
yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan 
akidah. Ketika kata maqa{sid dinisbatkan pada kata shari’ah maka yang 
                                                          
6
A. Halil Thahir, Ijtihad Maqa>s{id, Cet 1, Yogyakarta, LKIS, 2015 hlm. 35. 
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terlintas dalm benak pikiran adalah tujuan-tujuan hukum shara’ (fiqih), 
baik maqasid shari’ah sebagai teori penggalian hukum (al-ijtihad al-
maqa>sidi) maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis 
maqasid al-shari’ah. Dengan demikian, ada kaitan yang sangat erat antara 
maqasid al-shari’ah dengan hikmah ilat, tujuan atau niat, dan 
kemaslahatan.  
Untuk mengetahui tujuan umum Al-Qur’an bisa dengan dua cara : 
1. Diketahui secara Mansusah (ditegaskan oleh nas), yakni Al-Qur’an bisa 
dengan tegas menyebutkan tujuan-tujuan yang dikehendainya, 
2. Diketahui melalui ijtihad (istinbat) yakni tujuan-tujuan umum yang 
diperoleh melalui penelitian induktif terhadap maqasid Al-Qur’an.  
Fiqih tidak hanya membahas mengenai ritual ibadah, makanan dan 
minuman yang halal tapi  juga bisa melebar ke persoalan politik, ekonomi 
dan sosial dan tidak hanya berbicara empiris yang terjadi riil dimasyarakat, 
fiqih juga menjawab mengenai masalah-masalah yang baru dimasyarakat.
7
  
Untuk masalah magersari penulis mengambil dari sub bahasan mengenai 
maslahah mursalah yang dimana memandang mengenai pelaksanaan 
magersari sendiri. Seacara mas{la{hah mursa{lah sendiri ini sebenarnya 
sesuai dengan kemanfaatan yang dimana dapat mendatangkan 
kemaslahatan lebih banyak untuk masyarakat dari pada kemudhartannya. 
Akan tetapi disini dapat dilihat bahwa masyarakat tidak dapat memiliki 
secara pribadi. 
                                                          
7
 Mahatiar Muhammad Iqbal, “ Merumuskan Konsep Fiqh Islam  Prospekitf Indonesia”, 
Jurnal al-ah{ka>m, Vol. 2, Nomor 1, 2017, hlm. 3.  
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Mas{la{hah yang dikaji dalam hal ini adalah Mas{la{hah al-
Da<ru<riyya{h, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan 
pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan ini ada lima, 
yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) 
memelihara keturunan, (5) memelihara harta, kelima mashlahah ini disebut 
dengan al-mashālih al-khamsah. Di dalam fiqih juga di terangkan 
mengenai konsep Ihyaul Mawat yang dimana tanah mati yang dihidupkan 
kembali. 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitiaan mengenai magersari sendiri bukan merupakan hal 
pertama didalam akademisi karena sudah ada beberapa orang yang 
mengkajinya. Akan tetapi di fakultas Syariah IAIN Surakarta Kajian ini 
belum banyak dilakukan. 
Sebenarnya sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas 
mengenai Magersari.”Pengolahan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta 
Tahun 1984-2013 Dan Relevansinya Dalam Pengayan Materi Kuliah 
Lokal”8. Oleh Novelia Ardhini yang dimana lebih mengarah kepada 
sejarah lokal mengenai tanah magersari, bagaimana asal mula tanah 
magersari dan bagaimana pertama kali magersari dipergunakan. 
Yang kedua “Pengaruh Pengelolaan Arsip Serat Kekancingan 
Terhadap Pengaturan Hak Atas Tanah Paska Pemberlakuan Undang-
Undang Dan Pertanahan Agraria (UUPA) 1960 (Studi Atas Kasus Arsip 
                                                          
8
 Novelia Ardhini, “Pengelolaan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Tahun 1984-2013 
Dan Relevansinya Dalam Pengayaan Materi Kuliah Dalam Sejarah Lokal”,  Skripsi Diterbitkan, 
Fakultas  Keguruan Dan Ilmu  Pendidikan Universitas Sebelas Maret 2017. 
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Serat Kekancingan Di Kota Yogyakarta)
9
 oleh Risa Rakhmawati yang 
mengarahkan tujuannya lebih mengenai Serat Kekancingan di keluarkan 
untuk pertanahan yang dimana merupakan surat perjanjian antara Keraton 
Yogyakarta dengan orang yang diberi hak untuk menempati tanah 
magersari. 
Ketiga “Aspek Hukum Magersari dan Implikasi Terhadap Keraton 
Surakarta Dan Orang Yang Magersari”10, oleh Ardani Nirweshti yang 
menjelaskan sistem duduk tanah magersari yang ada dikeraton Surakarta 
selaku pemilik tanah magersari. 
Setelah peneliti telaah dari ketiga judul diatas, memang memiliki 
kesamaan yaitu sama-sama mengambil tema magersari akan tetapi disini 
terdapat sub pokok bahasan yang berbeda disini penulis lebih mengarah 
kepada proses pelaksanaannya serta bagaimana cara pandang Ma{la{hah 
Mursa<lah dalam kaitannya mengenai proses pelaksanaan magersari di 
keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reaserch). 
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan secara itensif, 
                                                          
9 Risa Rakhmawati, “ Pengaruh Pengelolaan Arsip Serat Kekancingan Terhadap 
Pengaturan Hak Atas Paska Pemberlakuan Undang-Undang  Dan Pertanahan ( UUPA) 1960 ( 
Studi Atas Kasus Arsip Serat Kekancingan ) “, Skripsi, Pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Diponegoro, Semarang, (2013) 
10
 Ardani Nirwesthi, “Aspek Hukum Magersari dan Implikasi Terhadap Keraton 
Surakarta Dan Orang Yang Magersari “, Skripsi, Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, (2012) 
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terperinci, dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan 
suatu analisa komperhensif dan menyeluruh. 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pelaksanaan penulis 
melakukan wawancara di Paniti Kismo Yogyakarta, yaitu sebuah 
lembaga adat yang mengurusi pertanahan keraton yang meliputi 
pengaturan dan perizinan. Dengan melengkapi dokumen-dokumen dan 
arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 
dimana lebih tepatnya di wilayah Keraton Yogyakarta. Mengapa 
peneliti mengambil lokasi di wilayah Keraton Yogyakarta karena 
disana tanah nya sangat luas dan sebagian tanah tidak terawat maka 
tanah itu dipergunakan sebagai tanah magersari supaya tanahnya lebih 
terawat. 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunkan pendekatan Yuridis Empiris yaitu 
ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitakan 
dengan teori hukum serta melihat realita atas fakta yang terjadi 
didalam obyek penelitian.
11
 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2012 bagaimana paniti kismo mengidentifikasi tanah 
Magersari tersebut. 
4. Sumber Data 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,( Jakarta : UI Pres, 1981), hlm .41 
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Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan bebrapa sumber data 
yaitu meliputi: 
a. Wawancara 
 Metode wawancara adalah metode penggalian data dengan 
cara berkomunikasi atau berinteraksi dengan pihak-pihak/ahli yang 
berkaitan dengan tema yang diteliti.
12
 Maka yang adalah pejabat 
yang berwenang untuk mengurusi tanah keraton dan pihak 
advokasi keraton, penulis akan memperoleh data wawancara. 
Sehingga nanti data yang diperoleh adalah data primer. Wawancara 
yang telah dilakukan bersama bapak Didik selaku staff Paniti 
Kismo , serta pemakai tanah magersari itu sendiri yang bernama 
ibu Mujab beserta ibu Harti, yang meninggali lokasi di kawasan 
dekat dengan Museum Perjuangan. 
b. Dokumentasi 
 Metode dokumentasi adalah penggalian data dengan cara 
mengumpulkan data-data tertulis meliputi buku-buku, hasil 
penelitian orang,  jurnal, artikel dan web yang terkait dengan 
permasalahan yang akan penulis teliti.
13
 
 Sehingga nanti data yang diperoleh adalah data sekunder. 
Penggumpulan data yang diperoleh didalam perpustakaan keraton 
sendiri berupa arsip-arsip lampau maupun buku-buku yang ada 
didalam keraton. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 
                                                          
12
  J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : Grasindo, 2010  ), hlm. 116 
13
  Ibid, hlm. 108 
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hasil gambar serta bebrapa berkas dari pihak Paniti Kismo dan 
Pendamping Hukum. 
c. Observasi 
  Observasi adalah metode pengumpulan data dengan 
mendatangi secara langsung objek penelitian.
14
 Untuk itu penulis 
memilih objek penelitian yang di observasi adalah Keraton 
Yogyakarta. Pada saat melaksanakan penelitian ke Paniti Kismo. 
Penulis melihat proses perpanjangan serta proses regristasi bagi 
pemakai tanah magersari dengan bukti foto terlampir. 
5. Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif
15
, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau 
menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis 
data yang diperoleh secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, 
observarsi, dokumentasi, dan hasil kepustakaan. Penulis berusaha 
menyajikan mengenai analisis yang diperoleh dari proses pelaksanaan 
Magersari di Sultan Ground Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
pemecahan kendala yang dialami. Serta mas{la{hah mursa{lah 
memandang magersari. 
 Seluruh data diolah dan diperoses supaya tercapai sebuah 
kesimpulan yang dapat tercapai. Mengingat data yang sifatnya sangat 
beragam maka data yang dipakai adalah teknik analisis dan kualitatif 
                                                          
14
 Ibid, hlm. 112 
15
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Amplikasinya, Cet 1, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 22   
15 
 
dimana semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat 
diukur dan dihitung secara sistematis, karena brwujud verbal (kalimat 
dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan 
mengumpulkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. 
H. Sistematika Penulisan Proposal 
Untuk mengetahui dan mempermudah penulisan serta memperoleh 
gambaran dari keseluruhan, dan dapat dipahami secara sistematis, maka 
sistematika proposal penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Pada Bab I Pendahuluan akan diuraikan secara garis besar 
permasalahan penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Tujuan 
Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan Proposal. Pada bab ini berfungsi 
untuk menghasilkan penelitian yang objektif. 
Pada Bab II Landasan Teori, Pada Bab ini akan dijelaskan secara 
ringkas tentang isi dari berbagai refereinsi yang berhubungan dengan 
pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori: Sejarah Tanah Ulayat 
Sebagai Sumber Hukum Undang-Undang Pokok Agraria, Tanah Dalam 
Prospektif Hukum Positif, Tanah Di Pandang Secara Hukum Islam, 
Maslahah Mursalah.  
Pada Bab III Gambaran umum mengenai pertanahan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Sejarah Terbentuknya Kasultanan Yogyakarta, 
Sejarah Magersari di Jawa Khususnya Di Daerah Istimewa Yogyakarta, 
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Pelaksanaan Magersari di Kasultanan Yogyakarta, Aturan Peralihan 
Pemanfaatan Tanah Desa. 
Pada Bab IV Analisis hasil kesimpulan, terhadap hasil analisis 
yang telah dilakukan penulis mengenai “ Tinjauan Mas{hla{hah Mursa{lah 
Dalam Magersari Di Status Sultan Groud Daerah Istimewa Yogyakarta”, 
Pelaksanaan Dan Proses Pengajuan Magersari. Masla{ha{h Mursa{la{h 
Memandang Pelaksanaan Magersari. 
Pada Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang 
menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan penelitian, kritik dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Sejarah Tanah Ulayat Sebagai Salah Sumber Hukum Pokok Agraria. 
Sumber hukum pokok agraria tertuang didalam setiap pasal 
Undang-Undang Pokok Agraria, dari Pasal 1 hingga Pasal 15. Didalam 
Pasal 3 tertuang mengenai salah satu sumber hukum pokok Agraria adalah 
“Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”. Disini bisa menjadi 
acuan bahwasannya tanah adat juga merupakan acuan dari hukum pokok 
agraria. Bahwasannya hak ulayat dan hak-hak yang lainnya dengan ini 
maka dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 
nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa 
serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi. Pengakuan ini lebih mempertegas 
keberadaan hak ulayat yang ada pada zaman penjajahan dahulu sering 
diabaikan. Hak ulayat yang diakui adalah hak ulayat yang sepanjang 
kenyataannya masih ada pada masyarakat yang bersangkutan. Pembentuk 
UUPA menyatakan pelaksanaan hak ulayat menginggat pengalaman 
menunjukkan bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali 
terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat.  
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Menurut peraturan Menteri negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 
Tahun 1999
1
, tentang Pedoman Penyelesaian Maslah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1): Hak ulayat dan yang serupa 
dengan itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak 
ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat tertentu yang 
merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari 
sumber alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu , bagi kelangsungan 
hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan 
batiniah turun temurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat 
tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2
 
Tanah  di Daerah Kasultanan Yogyakarta merupakan bagian dari 
tanah ulayat akan tetapi tanah milik kesultanan merupakan tanah ulayat 
yang memiliki keistimewaan dimana tanah tersebut diatur dalam 
perarturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah ulayat masih bisa tetap 
diakui apabila tanah tersebut masih memenuhi persayartan-persayartan 
sebagai berikut : 
1. Hak ulayat masih tetap diakui sepanjang dalam kenyataannya masih 
ada. 
2. Pelaksanaan hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan/peraturan perundang-undangan dan rencana pemerintah pusat 
untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 
3
 
                                                          
1
 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Hak Ulayat 
2
 Efendi Perangin, “ Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang 
Praktisi Hukum)” (Rajawali-Jakarta,1986). Hlm. 217. 
3
 Ibid,hlm 217. 
19 
 
Di beberapa lokasi, tumpang tindih penguasaan tanah di Indonesia 
terjadi karena adanya legal pluralism (Larson, 2012 ). Legal pruralism 
merupakan situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi 
dalam satu kehidupan sosial (Hooker,1975). Karena adanya dua 
hukum yang berbeda masyarakat dan pemerintah terjadi saling klaim hak 
atas tanah/hutan. Masing-masing pihak hanya mengakui keberadaan satu 
hukum demi kepentingannya (von Benda-Beckmann, 1981). Di Indonesia 
hukum negara dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dalam 
pengelolaan sumberdaya alam dibandingkan hukum adat (Larson, 2012). 
Seringkali negara mengambil kebijakan sepihak dalam pengelolaan 
sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal yang 
menggantungkan hidup pada sumber daya alam tersebut. Pada saat ini 
terjadi 'dualisme yang mandul' (Onibon et al., 1999) yaitu negara 
memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dipastikan tidak 
dapat dijalankan dan tidak selaras dengan penerapan lokal, akibatnya 
aturan tersebut pasti diabaikan namun tindakan penduduk setempat 
dipidanakan (Benjamin, 2008). Kasus tumpang tindih kepemilikan hutan 
akibat pluralisme hukum terjadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP) Model Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Secara hukum 
negara, wilayah tersebut merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang 
izinnya diberikan kepada pihak ketiga. Tetapi secara hukum adat tanah 
tersebut merupakan tanah ulayat Suku Melayu yang telah ditempati sejak 
ratusan tahun. Akibatnya terjadilah konflik agraria dikawasan KPHP 
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antara masyarakat dan negara/perusahaan pemegang izin (Mutolib et al., 
2015). Dalam hal ini, negara tidak mengakui keberadaan hukum adat 
sehingga keberadaan hukum adat dalam posisi yang lemah (Griffiths, 
1986).
4
  
Hukum adat dibeberapa wilayah daerah membatasi hak wanita 
dan tanah. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan UUPA sebab UUPA 
memberikan hak yang sama kepada pria dan wanita.
5
  
B. Tanah Dalam Prospektif Hukum Positif. 
Dualisme penerapan hukum tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta 
telah berlangsung sejak diterbitkannya UUPA yag mengatur secara detail 
mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Bagi Yogyakarta, 
Undang-Undang tersebut awalnya harus dikecualikan penerapannya dan 
baru diakui pada 2 Februari 1984 dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
secara resmi menyatakan UUPA juga berlaku di Yogyakarta. Tanah di 
Yogyakarta dan daerah lain dengan status Sultan Ground atau biasa 
memiliki nama title SG merupakan kesinambungan antara masa lalu dan 
masa kini untuk menghormati eksistensi Kasultanan Yogyakarta, 
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan 
Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, 
secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah 
                                                          
4
Abdul Mutolib,dkk, dalam buku  “Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat 
(Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di KesatuanPemangkuan Hutan Dharmasraya, 
Sumatera Barat)tentang pendapat para peneliti”,Jurnal, Penelitian Ekonomi Sosial Dan 
Kesultanan. Vol 12. Hlm. 2114.  
5
UUPA. Pasal 9 Ayat 2 tentang Asas Kebangsaan 
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yang bersetatus keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun 
tanah-tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan 
penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan 
konsep kerajaan, dimana sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan 
Rijksblaad Kasultanan 1918 16 jo. Rijksblaad 1915 Nomor 23, dilakukan 
reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa 
dengan hak-hak yang kuat.
6
 Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 4 dan 5 Tahun 1945, tanah-tanah keprabon dalem itu diurus 
langsung oleh KHP Wahono Satro Kriyo , Kantor Paniti Kismo. Dan 
didalam Surat Kekancingan Sultan HB IX pada , 3 Januari 1979. Berisi 
perintah tugas untuk : 
1. Mengidentifikasi tanah milik Sultan atau Kerton Yogyakarta, terutama 
yang sudah terdaftar degan titel SG. 
2. Mengusahakan surat tanda bukti resmi nerupa surat tanah sertifikat atas 
tanah kasultanan. 
3. Mengusahakan dibuatnya perjanjian tertulis. 
Didalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi “ 
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.7 
Yang dimaksudkan ialah, bahwasannya negara berusaha memanfaatkan 
segala apa yang didapatkan untuk dikelola, didistribusikan, diatur, dan 
dikuasai oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga 
                                                          
6
 Rijksblad Kasultanan  1918 
7
 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 
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pengelolannya untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat atau 
mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Sebagaimana dicontohkan 
bahwasannya yang dapat memiliki hak kepemilikan tanah hanyalah warga 
negara Indonesia dan warga negara asing tidak memiliki tanah atas 
namanya sendiri hanya bisa melalui perpanjangan kepemilikan dengan 
adanya sertifikat yang maksimal kepemilikan tanah selama 80 tahun.  
Teranglah dari Penjelasan itu bahwa kekuasaan yang diberikan 
kepada Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dengan demikian maka pasal 2 UUPA memberikan sekaligus 
suatu tafsiran resmi interprestasi otentik mengenai arti perkataan 
“dikuasai” yang dipergunakan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang 
Dasar itu. Sebelum UUPA, ada sementara orang yang menafsirkan 
perkataan “dikuasai” itu sebagai “dimiliki”, tetapi UUPA dengan tegas 
menyatakan bahwa perkataan tersebut bukan berarti dimiliki. Bahkan 
pengertian domain Negara dihapuskan oleh UUPA. “ Asas domein”…. 
tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru, demikian disebutkan dalam 
memori angka penjelasan II/2. Memori penjelasan angka II/2 menegaskan, 
bahwa perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, 
akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai 
organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, yang sebelumnya disebut 
sebagai Badan Penguasa pada tingkatan tertinggi untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 
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b. Menetukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi dan lain-lainnya itu (dengan kata lain menentukan 
dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas bui dan lain-lainnya 
itu) 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai 
bumi, air, dan ruang angkasa ( Segala sesuatu itu tentunya termasuk 
juga kekayaan alam yang terkandung didalamnya). Penegasan 
mengenai arti perkataan “dikuasai”  dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2.8 
Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menerangkan hak-
hak yang didapatkan oleh pemilik tanah.  
1. Hak Milik 
Hak milik adalah turun temurun, terkuat dan tepenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak 
milik dapat dialihkan dan beralih kepada pihak lain.
9
 Dan yang berhak 
memiliki hak milik hanyalah warga negara Indonesia. 
2. Hak Guna Usaha 
Hak guna usaha dierikan untuk tanah paling sedikit memiliki luas 5 
hektar.  
3. Hak Guna Bangunan 
                                                          
8
 Arie S. Hutagalung, “Pembaruan Agraria, Antara Negara Dan Pasar”, Jurnal Analisis 
sosial, Vol. 9. No. 1. 2014. Hlm.22  
9
 Kartini Muljadi, dk, “ Hak-Hak Atas Tanah”, cet 5, Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group. Hlm.29 
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Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
banguanan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun.  
4. Hak Pakai   
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah oleh milik orang 
lain, akan tetapi wewenang yang berhak untuk memberikan adalah 
pejabat yang mempunyai wewenang. 
Didalam pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
hak-hak tanah sebagai berikut: 
1. Hak Milik 
2. Hak Guna Usaha 
3. Hak Guna Bangunan 
4. Hak Pakai 
5. Hak Sewa 
6. Hak Membuka Tanah  
7. Hak Memungut Hasil Hutan 
8. Hak-hak Lain. 
Akan tetapi semenjak berlakunya Undang-Undang Keistimewaan 
Daerah Yogyakarta tahun 2012 dan Peraturan  Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2013, tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 
tidak dinaungi oleh UUPA bahkan saat ini pihak keraton sedang berusaha 
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mengembalikan kembali tanah yang dahulu milik keraton akan tetapi 
menjadi milik tanah negara. 
Pada tahun 2012, Keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah 
istimewa semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 
ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 
menyebutkan 5 (lima) kewenangan istimewa yang dimiliki DIY, salah 
satunya dalam bidang Pertanahan.Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada 
intinya diatur bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan 
Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai 
badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. 
Penelitian ini meneliti tentang keabsahan penguasaan tanah sultan ground 
oleh Kasultanan Yogyakarta serta akibat hukum peralihan hak atas tanah 
sultanaat grond melalui jual beli. Metode penelitian yang dipakai dalam 
penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan 
perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Sumber 
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri 
dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum, 
serta bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan tentang bahan hukum 
primer dan juga hal-hal yang menyangkut isi bahan hukum primer, antara 
lain berbagai buku dan karya ilmiah para sarjana. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa Kasultanan Yogyakarta memiliki keabsahan 
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kewenangan penguasaan tanah sultana ground. Melalui Undang-Undang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi atribusi 
kewenangan, yakni wewenang baru yang diberikan Undang-Undang 
kepada kasultanan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah sultana 
ground. Akibat hukum peralihan hak atas tanah sultana  ground melalui 
jual beli oleh pihak yang tidak memiliki surat kekancingan atau hak 
magersari diatasnya adalah batal demi hukum. 
Keistimewaan. Instruksi Wakil kepala Daerah Istimewa 
YogyakartaNo. K. 898/I/A/1975 Tanggal 5 Maret 1975
10
 tentang 
Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Nonpribumi, 
pada pokoknya berisi kebijakan agar Warga Negara Indonesia nonpribumi 
yang apabila membeli tanah milik rakyat, terlebih dahulu harus melalui 
pelepasan hak. Setelah tanah itu kembali menjadi tanah negara yang 
dikuasai langsung pemerintah Daerah Istimewa Yoogyakarta, barulah 
yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah 
Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan sesuatu hak, yang biasanya akan 
diberi hak guna usaha dan hak guna bangunan. Akan tetapi hal ini sudah 
tidak diberlakukan dikarenakan sudah tidak sesuai dengan Undang-
Undang yang ada. 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999
11
 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di 
                                                          
10 Instruksi Wakil kepala Daerah Istimewa YogyakartaNo. K. 898/I/A/1975 Tanggal 5 
Maret 1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Nonpribumi, 
11
 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian 
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.  
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dalam PERMA ini sendiri menjadi pedoman apabila dalam pelaksanaan 
tanah ulayat di dalam hukum adat maka penyelesainnya sendiri bisa 
mengacu pada PERMA ini, supaya menemukan titik terang mengenai 
masalah yang ada didalam tanah ulayat tersebut, biasanya yang menjadi 
masalah ialah hak guna, seberapa lama waktu yang di peroleh untuk para 
pengguna tanah ulayat ini. 
C. Tanah Di Pandang Secara Hukum Islam 
 Objek tanah yang dapat dimiliki yang dapat dimiliki adalah yang 
berada diatas bumi. Kewenangan negara menguasai seluruh tanah dalam 
lingkup teritorial kekuasaanya juga dikenal dalam hukum Islam terutama 
tanah-tanah taklukan yang menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam. 
Prinsip dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah Islam 
adalah pengaturan tanah tersebut menjadi otoritas penuh pemerintah. 
Dalam kaitan dengn objek tanah negara semua tanah takukkan yang tidak 
diketahui pemiliknya dan tidak ada tanda-tanda pernah dimiliki oleh 
seseorang, seluruhnya menjadi hak pemerintah. Tanah yang tidak bertuan ( 
al-mawa>t). Dengan demikian atas tanah dari tanah taklukkan bersifat baru, 
yang proses kepemilikannya harus melalui penetapan (taqri>r) 
pemerintah.
12
 
Penggunaan tanah mati di bumi yang memiliki istilah didalam 
bahasa arab al-mawat atau immar al-ardh. Sebagaimana   yang dijelaskan 
dalam defenisi tanah mati yang dijadikan tanah itu menjadi miliknya 
                                                          
12
 Ridwan, Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah, ( Jakarta:Badan Litbang Dan 
Diklat Kementrian Agama RI 2010), hlm.323-326  
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sepanjang umur. Menurut fuqaha pendayagunaan tanah mati dapat dilakukan 
dengan berbagai cara yaitu dimulai dengan jalan memberi tanah, baik berbentuk 
pagar, tembok, bangunan dan lain sebagainya. Selain itu pendayagunaan 
terhadap tanah dapat pula dilakukan dengan jalan mengairi lahan tersebut, 
serta menjadikannya sebagai sawah, ladang dan perkebunan yang mandiri. 
Tanah mati antara lain pertama,diurus sendiri, kedua,memberikan lahan 
kepada yang mengelolanya Yang ketiga pengelolaan tanah mati yang 
dikelolanya sehingga tanahnya menjadi miliknya. Pengelolaan atau 
pengarapan tanah yang mati tidak dapat dilakukan sewenang-wenang 
apabila tanah tersebut milik negara maka harus mengajukan ijin.
13
 
Landasan yang mendasari ihya’ al-mawat adalah Hadis Rasulullah 
SAW “Siapa yang menggarap sebidang lahan kosong, maka lahan itu 
menjadi miliknya”. Adapun menurut para fuqoha lahan yang dianggap 
kosong ialah sebagai berikut: 
1. Lahan yang sebelumnya digarap seseorang akan tetapi ia tinggalkan, 
lalu kosong. 
2. Lahan yang dimana dulu merupakan bekas pemerintahan masa lalu. 
3. Lahan yang sebelumnya dimiliki oleh sekelompok muslim atau dzimi 
dan tidak diketahui pasti siapa pemiliknya.  
Tata cara pengolaan Ihya’ al mawat menurut ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah adalah dengan menggarapnya sebagai lahan pertanian. Untuk 
itu perlu membersihkan pepohonan yang ada didalamnya, mencakul 
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Ambok Pengiuk,”Ihya’ ul Al-Mawat Dalam Hukum Isl am”, Artikel Media 
Akademika, Vol. 25, Nomor. 2. hlm. 167 
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lahannya untuk pertanian, membuat saluran irigasi, baik dengan menggali 
sumur maupun dengan mencari sumber air lainnya, menanaminya dengan 
pepohonan atau tanaman yang menghasilkan dan selanjutnya di pagari. 
Hukum ihya’al mawat  para ulama fiqh menyatakan bahwa 
seseorang yang menggarap lahan kosong yang memenuhi syaratnya,maka 
akibat hukumnya adalah sebagai berikut. 
a. Pemilikan lahan, para ulama sepakat bahwa apabila sesorang telah 
menggarap sebidang lahan kosong, maka ia berhal atas lahan kosong 
itu sebagai pemilik 
b. Hubungan pemerintah dengan lahan itu, apabila seseorang telah 
menggarap suatu lahan menjadi pertanian, menurut abu yusuf, apabila 
yang menggarap lahan itu seorang muslim maka, pemerintah berhak 
memunggut pajak sebesar 10% dari hasil garapan itu. Sedangkan 
menurut Hanafiah, Malikiyyah, dan Syafi‟iyah, pemerintah tidak boleh 
mengambil pajak dari hasil lahan itu, jika yang menggarapnya orang 
muslim. Tetapi jika yang menggarap kafir dzimmi maka pemerintah 
boleh menarik 10%. 
D. Mas{la{hah Mursa{lah 
Ada satu persoalan yang muncul berkaitan dengan kasus-kasus 
hukum yang didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai dengan 
rasional yang tidak didukung oleh bukti tekstual, inilah yang disebut 
dengan al-mashâlih al-mursalah atau kerap disebut dengan istislah. Al-
mashâlih menentukan kesesuaian (munasabah), sebuah metode yang 
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fundamental dalam membangun rasio dan memverifikasi rasio. Hal ini 
disebabkan karena hubungan antara rasio dan kesesuaian ini yang 
menganggap bahwa maslahah (istislah, berfikir atas dasar maslahah) 
sebagi perluasan dari qiyas, dan karenanya sebagian besar dari karya-karya 
ushul fikih tidak memberikan bagian tersendiri, tapi memberinya di bawah 
prinsip kesesuaian. Tetapi sebagian penulis yang muncul lebih kemudian, 
memasukkan diskusi tentang persoalan ini dalam sebuah bab yang secara 
normatif disebut dengan istidlal, sebuah bab yang biasanya mencakup 
jenis-jenis penyimpulan yang tidak termasuk dalam kategori qiyas.
14
 
Dalam perspektif linguistik, maslahah bermakna didhul mafsadah, 
berlawanan dengan kerusakan, dalam arti menertibkan pekerjaan dan 
menghantarkan kepada kebaikan.Dengan kata lain, maslahat 
adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan 
menjadi kepentingan yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi 
seseorang. 
Sementara menurut syara‟ para ushuliyyûn membaginya menjadi dua 
pengertian. Pertama, mengacu kepada tujuan pensyariatan yakni untuk 
kemaslahatan, yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang membawa 
kenikmatan atau yang mengarah kepada kenikmatan (jiwa dan raga, duniawi 
dan ukhrawi), dalam hal ini lawan katanya adalah kerusakan (mafsadah). 
Pengertian pertama ini tidak jauh berbeda dengan pengertian maslahah 
dari segi bahasa. Bila disimpulkan, mengandung arti sesuatu yang 
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dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan 
menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan  tujuan 
syara dalam  menetapkan hukum. 
Ada beberapa alasan, mengapa masalahah mursalahah dapat 
dijadikan sebagai metode dalam merumuskan hukum. Pertama, me- 
wujudkan kebaikan. Yakni hal-hal yang diperlukan untuk menegakkan  
kehidupan atas dasar yang sebaik-baiknya. Kedua, meng- hindarkan 
keburukan (kerugian), yakni hal- hal yang merugikan manusia, baik 
sebagai perorangan, maupun sebagai golongan, baik kerugian materil 
maupun moril. Ketiga, menutup jalan, hal ini didasarkan karena 
seringkali perbuatan yang dilarang dalam syara‟  sebenarnya  bukan  
karena  dirinya sendiri, melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan 
lain meskipun tidak disengajakan yang memang benar-benar dilarang, 
me- lainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain, dalam istilah lain 
adalah al-Ihtiya al-‘alâ al-Qanûn. Keempat, perubahan masa. Hal ini 
didasarkan kaidah taghâyur al-ahkam bi al-taghâyur bi al-azmân wa al-
Amkinah. 
Apabila dikaji dalam sejarah, pola istinbat hukum Rasulullah, 
sebagaimana dilakukan oleh para ushuliyyun, telah dicontohkan oleh 
Nabi Muhammad. Hal ini seperti kebolehan melakukan qiyas ketika 
seorang sahabat datang kepada nabi menanyakan tentang keharusan 
penunaian kewajiban ibadah haji bapaknya yang mengidap sakit. Nabi 
menegaskan keharusan penunaiannya dengan melakukan pengkiasan 
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terhadap pembayaran utang antara sesama manusia.Pada masa sahabat 
pun, istinbath hukum- Mashlahah al-Mursalah- kerap dilakukan dalam 
menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seperti desakan Umar ibn 
Khattab terhadap Abû Bakar untuk mengumpulkan Alquran. Alasannya, 
banyaknya huffâdz yang gugur di medan perang, yang dikhawatirkan 
hilangnya para penghafal Alquran. Pada mulanya Abû Bakar menolak, 
pasalnya Nabi tidak pernah melakukannya. 
Ada banyak permasalahan yang timbul di masa shahabat 
diselesaikan dengan Mashlahah al-Mursalah seperti pengangkatan Umar 
ibn Khattab sebagai khalifah oleh Abû Bakar sebelum ia meninggal 
dunia, pembentukan dewan-dewan pemerintahan oleh Umar ibn 
Khattab dan pengguguran hukuman potong tangan pada pencurian 
dalam musim paceklik. 
Praktek Mashlahah al-Mursalah yang telah dipraktekkan oleh Nabi 
dan para shabat, kemudian dirumuskan menjadi  sebuah teori yang 
komprehensif oleh al-Syâthibî. Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya 
syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashâlih 
al-‘ibâd), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, 
dalam pandangannya, menjadi maqâshid al-Syariah. Dengan kata 
lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun 
secara rinci (tafshilan), didasarkan pada suatu ‘illat (motif penetapan 
hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. 
Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syâthibî, 
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membagi maqâshid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqâshid 
dharûriyât, Maqâshidhâjiyat, dan Maqâshid tahsînât. Dharûriyât 
artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, 
akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hâjiyât 
maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan 
kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi 
orang sakit. Tahsiniat artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan 
kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang 
mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharûriyyât beliau 
jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga 
agama (hifzh al-dân); (2) menjaga jiwa (hifzh al-nafs); (3) menjaga 
akal (hifzh al-‘aql); (4) menjaga keturunan (hifzh al-nasl); (5) 
menjaga harta (hifzh al-mâl)..Apa yang dinyatakan oleh al-Syâthibî 
ini, jelas bahwa Mashlahah al-Mursalah adalah bagian dari prosesi 
ijtihad. Dengan kata lain, prosesi ijtihad tersebut didasarkan bahwa 
manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dengan 
demikian, dengan metode ini, diharapkan hukum Islam mampu mem- 
berikan jawaban-jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang 
muncul dewasa ini, dengan meletakkan maqâshid al-syarî‘ah sebagai 
pertimbangan yang sangat me- nentukan dalam mekanisme ijtihad. 
Sebab itulah, penulis mencoba mengungkap pendapat al-Syâthibî 
mengenai Mashlahah al-Mursalah dan menimbang pemikiran 
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tersebut kaitannya dengan ijihad hukum dewasa ini.
15
 
Konsep kemaslahatan adalah bagian dari konsep maqâshid al-
syarî‘ah. Konsep maqâshid al-syarî‘ah jika ditelusuri dalam sejarah, 
kita akan menemukan awal dimulainya dari masa Al-Juwaini yang 
terkenal dengan Imam Al- Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali. 
Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Imam Al-Haramain 
menyebutkan lafaz`al- maqâshid, al-maqshud, dan al-qashdu sebanyak 
10 kali dalam kitabnya al-Burhan. Bahkan Syeikh Ali Hubbullah dalam 
kitabnya Dirâsah fî Falsafah Ushûl al-Fikih wa al-Syari’ah wa 
Nadzrîyah al-Maqâsid menyatakan bahwa Imam  al-Haramain  
merupakan  „pemimpin dalam hal nazriyah al-maqâshid’, karena Imam 
al-Haramain telah lebih dahulu memaparkan pembagian maqâshid 
beserta persyaratannya, yang kemudian dilanjutkan secara sistimatis 
oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki dari Granada 
(Spanyol), yaitu Imam al-Syâthibî (w. 790 H). Konsep itu ditulis 
dalam kitabnya yang terkenal, al-Muwwafaqat fî Ushûl al-Ahkâm, 
khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-Maqâshid. 
Pandangan Para Ulama dan batasan Mashlahah al-Mursalah 
Maslahah atau  istishlah merupakan salah satu dari tertib sumber 
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hukum yang kehujahannya masih diperselisihkan oleh ulama fikih. 
Kalangan Zahiriah, sebagian dari kalangan Syafi‟iyah dan Hanafiah  
tidak mengakui Mashlahah al-Mursalah sebagai landasan 
pembentukan  hukum, dengan alasan yang telah dikemukakan Abdul 
Karim Zaidan, antara lain: 
1. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan 
hukum yang men- jamin segala bentuk kemaslahatan umat 
manusia. Menetapkan hukum berlandaskan Mashlahah al-
Mursalah, berarti menganggap syariah Islam tidak lengkap karena 
menganggap masih ada maslahah yang belum tertampung oleh 
hukum-hukum-Nya. Hal ini seperti bertentangan dengan Q.s. al-
Qiyamah [75]: 36, yaitu “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan 
dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?” 
2. Membenarkan mashlahah al-mursalah sebagai landasan hukum 
berarti mem- buka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di 
pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum 
menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. 
Praktik seperti ini akan merusak citra agama. 
Pendapat mereka yang menolak metode Mashlahah al-Mursalah 
ini dapat dibantah dengan beberapa alasan. Pertama, dengan memandang 
maslahat sebagai hujjah tidak berarti mendasarkan penetapan hukum 
Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab maslahat tersebut ditentukan 
lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan, sehingga menghasilkan 
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zann yang kuat (sesuatu yang lemah menjadi kuat). Dalam ilmu fikih dikenal 
istilah yakfî al-‘amal bi al-zhan, beramal berdasarkan kepada zann 
dianggap cukup karena semua fikih adalah zhan. Dengan demikian tidak 
dapat dikatakan bahwa men- jadikan maslahat kategori ketiga sebagai 
hujjah berarti memilih dua kemungkinan tanpa dalil, karena jika 
dibandingkan maslahat yang dibenarkan oleh syara’ dengan maslahat yang 
ditolak oleh syara’, maka maslahat yang dibenarkan oleh syara’ jauh lebih 
banyak jumlahnya dari pada maslahat yang ditolak oleh syara’. Dengan 
demikian jika ada suatu kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil yang 
membenarkannya atau menolaknya, maka maslahat tersebut harus 
digolongkan ke dalam maslahat yang lebih banyak.
16 
Kedua, tidak benar kalau penetapan hukum Islam melalui metode 
istislah atau maslahah- mursalah berarti menetapkan hukum Islam 
berdasarkan kepada hawa nafsu, karena untuk dapat dijadikan sebagai 
hujjah, mashlahah al- mursalah harus memenuhi persyaratan-per- 
syaratan tertentu (bahasan di bawah). Jadi tidak asal maslahat. 
Persyaratan inilah yang akan mengendalikan, sehingga tidak terjadi 
penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam) berdasarkan kepada 
maslahat. 
Ketiga, Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang 
dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran 
dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada 
hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang 
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belum disinggung hukumnya oleh Alquran dan Sunnah tetapi baru 
diketahui setelah digali melalui ijtihâd. 
Keempat, tidak benar kalau memandang maslahah-mursalah 
sebagai hujjah akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan 
keluwesan (flexible) hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. 
Dengan menggunakan metode masalah- mursalah dalam menetapkan 
hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum 
Islam dapat dibuktikan. 
  Masla{hah merupakan sentral dari kajian Maqasid Syariah penulis 
mengambil nama salah satu tokoh yaitu Al-Ghazali yang dimana kajian 
Al-Ghazali adalah kajian yang sesuai dengan apa yang penulis teliti.  
Maslahalh Menurut al-Ghazali(w. 505 H)
17
 Ijtihad Maqasid Imam 
Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Mahammad zali 
al-Tufi al-Shafi‟i lahir pada tahun 450 H / 1058 M di sebuah kota kecil 
Khurasan (Iran) bertepatan dengan setelah tiga tahun kaum Saljuk berkuaa 
di Baghdad. Orang tua al-Ghazali adalah seorang pemintal benang dari 
bulu dan dikenal sebagai orang yang saleh dan hidup sederhana. 
Pada waktu kecil, atas wasiat ayahnya sebelum meninggal, al-
Ghazali menimba ilmu pada Ahmad bin Muhammad al-Razikani. 
Kemudian dia mengembara ke Nisabur untuk belajar di Madrasah 
Nizâmiyah yang dipimpin oleh al-Haramayn al-Juwaini al-Shafi'i (478 
                                                          
17
 Ibdi, hlm.35 
38 
 
H.). Di madrasah ini al-Ghazali mendalami berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan, seperti tasawuf, figh, tauhid, filsafat dan logika. 
Kecerdasan dan kedalaman ilmu pengetahuan al-Ghazali dia 
buktikan dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para ulama 
cendekia dan Nizám al-Muluk (w. 485 H), pendiri madrasah Nizámiyyah 
yang juga menjabat sebagai Perdana Mentri Sultan Saljuk Malik Syah. 
Penampilan al-Ghazali yang memukau seluruh ulama dan termasuk juga 
Nizâm al-Muluk, menghantarkannya untuk mendapatkan kepercayaan 
sebagai tenaga pengajar di Madrasah Nizåmiyah pada tahun 484 H. Dan 
lima tahun kemudian al-Ghazali diangkat menjadi kepala madrasah 
tersebut, Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 
Hijriyah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus, tempat dilahirkan, 
dan dikebumikan di tanah kelahirannya juga.
18
 
Secara bahasa, maslahah adalah sama dengan manfä’ah baik dari 
bentuk (wazn) maupun maknanya. Dalam terminologi usul al-fiqh, 
masla{hah diartikan segala sesuatau yang dapat mewujudkan kebaikan dan 
terhindarnya madarrah (bahaya) atau mafsadah (kerusakan) dalam 
kehidupan manusia. Dengan demikian, ada atau tidaknya maslahah diukur 
dengan dua hal tersebut. Bila tercipta kebaikan berarti maslahah. 
Scbaliknya, bila terjadi bahaya., ketimpangan, keadilan dan sebagainya, 
berarti hal yang demikian itu disebut mafsadah (kerusakan) atau madarah 
(bahaya). 
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Bagi al-Ghazali, hukum Allah (syari'at) yang ada dalam al-Quran 
dan Hadis secara umum memilki rasionalitas hukum (talil al-ahkám).  
Artinya, setiap ketentuan yang ada dalam dua sumber hukum tersebut 
memiliki tujuan melalui maqasid, ide pokok Tuhan yang tersembunyi di 
balik firman tertulisnya dapat dijadikan landasan untuk memahami apa 
sebenamya dinginkan Tuhan dari setiap aturan yang dietapkan untuk 
mahluk-Nya. Selanjutnya, masalah-masalah yang tidak tercover secara 
tekstual dapat diidentifikasi pula. 
Hanya saja, menurut al-Ghazali, maslahah yang dijadikan hukum 
adalah tujuan atau maslahah menurut pandangan Tuhan, bukan semata 
maslahah dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut bukan untuk 
kebaiakan umat manusia dan menjalani hidup di dunia hingga akhirat 
kelak. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERTANAHAN 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 
A. Sejarah Terbentuknya Kasultanan Yogyakarta. 
Dalam lembaran naskah keraton. Asal-usul dan sejarah Tanah 
Kasultanani (SG) dan Tanah Kadipaten (PAG) Perjanjian Gianti tanggal 
13 Februari 1755 merupakan sumber hukum penggunaan gelar P. 
Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono I yang bertahta di 
atas tanah/wilayah separuh Kerajaan Mataram yang kebetulan telah di 
bawah kekuasaan P. Mangkubumi, yaitu bagian barat yang kemudian di 
sebut Ngayogyakarta/Yogyakarta. Selain Itu Perjanjian Gianti 13 Februari 
1755 isinya juga merupakan "Palihan Negari” yang merupakan dasar 
kewenangan P. Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan 
Hamengku Buwono I terhadap tanah yang telah diserahkan sebagai hasil 
perang P. Mangkubumi melawan Kompeni belanda yang telah mendapat 
penyerahan kekuasaan, kewibawaan dan kedaulatan yang dimiliki Sri 
Sunan Paku buwono II berdasarkan Surat yang ditandatangani pada 11 
Desember 1749. Dengan Perjanjian Gianti 13 Februari 1755 Kerajaan 
Mataram dibagi 2 (dua): 
a. Untuk Negaragung, masing-masing mendapatkan bagian 53.100 cacah. 
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b. Untuk manca Negara, Sri Sunan Paku Buwono Ill mendapat 32.350 
cacah dan untuk P Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan 
Hamengku Buwono I mendapatkan 33.950 cacah. 
Rouffair, Prof. LW Van Den Berg dan Tuan P. De Roo De La 
Faille, Raja adalah pemilik tanah, tanah hasil perang adalah milik Raja. 
Demikian Prof DR. Soepomo, menegaskan bahwa Raja di kerajaan Jawa 
(Vorstenlanden) itu pemilik semua tanah.
1
 
Pemerintah Kumpeni belanda di Indonesia berdasarkan Pasal 131 
ayat (2) dan Pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) untuk 
Bangsa Indonesia asli (Pribumi) dalam lapangan hukum privat berlaku 
hukum adat. Menurut pasal tersebut (Jo.Pasal 163 IS) penduduk Indonesia 
dibagi dalam 3 (tiga) golongan: 
a. Golongan Eropa (kulit putih), 
b. Golongan Timur Asing 
c. Golongan Pribumi 
Untuk Golongan Eropa dan Golongan Timur Asing diberlakukan 
hukum barat (Belanda), sedangkan bagi Golongan Pribumi diberlakukan 
hukum adat (hukum Indonesia). Sehubungan dengan hal ini maka 
hubungan antara P. Mangkubumi (Sri Sultan Hamengku Buwono ) dengan 
tanah yang telah menjadi wewenangnya tunduk pada hukum adat. 
 Istilah/penyebutan. Mendasarkan penyerahan tanah dari Gubernur 
N. Harting kepada P. Mangkubumi. Dalam Perjanjian Gianti, 13 Februari 
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1755, maka tanah separuh Kerajaan Mataram yang menjadi wewenang P. 
Mangkbumi ltu bisa disebut sebagal P. Mangkubumi Ground. Setelah P. 
Mangkubumi bergelar Sultan Hamengku Buwono I, maka sebutan yang 
digunakan adalah Sultan Ground Penyebutan Sultan Ground (SG) dalam 
perkembangan mendasarkan Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 
dan Rijksblad Kadipaten 1918 Nomor 18 seharusnya disebut Tanah 
Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai lembaga, seperti sebutan yang 
dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). 
Keberadaan Tanah Kasultanan. Dengan berpindahnya kekuasaan 
Belanda kepada Inggris, Tanah Kasultanan (56) dalam perkembangan 
mengalami pengurangan, dikarenakan: perjanjian tanggal 17 Maret 1813 
telah ditandatangani, kontrak politik dengan Pemerintah Inggris yang 
diwakili oleh Crawfurd, yang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa jika 
Paku Alam menunjukkan itikad baik dan setia kepada Inggris, akan 
mendapatkan tunjangan bulanan yang berlaku seumur hidup sebesar 750 
real dan akan mendapatkan tanah yang berasal dari Tanah Sultan 
Hamengku Buwono II seluas 4.000 cacah. Tanah itu dapat diwariskan 
kepada anak lelaki tertua. (Panitia Jumeneng Dalem KGPAA Paku Alam 
X, 2016; 8-9). Selanjutnya mendasarkan Perjanjian Politik 28 April 1831 
menurut Pasal 1 nya disebutkan bahwa tanah itu terletak di distrik 
Mataram antara Kali Progo dan Kali Bogowonto. Lebih konkritnya yaltu 
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terletak di kabupaten Adikarto. Sebelah selatan Kabupaten Kulon Progo 
yaitu : 
1. Kecamatan Brosot 
2. Kecamatan Galur 
3. Kecamatan Panjatan, 
4. Kecamatan Wates, dan 
5. Kecamatan Temon. 
Sebagai akibat terjadinya perang Diponegoro melawan kompeni 
Belanda (1825-1830), wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
dipersempit oleh Belanda menjadi Daerah istimewa Yogyakarta yang 
sekarang ini. Tanah Kasultanan (SG) dan Tanah Kadipaten (PAG) berada 
di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, namun tidak di setiap kecamatan 
ada atau di dapati Tanah Kasultanan (SG) atau Tanah Kadipaten (PAG). 
Hal ini disebabkan sudah ada Tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten 
(PAG) yang, telah diberikan status hak miliknya kepada orang asing (non 
pribumi) dengan hak menurut hukum barat, yaitu hak eigendom. Tanah-
tanah yang sudah diberikan kepada orang asing (non pribumi) dengan hak 
eigendom sudah bukan lagi merupakan Tanah Kasultanan (dan tanah 
Kadipaten (PAG), sebagaimana direbutkan dalam Pasal 1 Rijksblad 
Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad Kadipaten Tahun 1918 
Nomor 18, Yang dimaksud dengan hak eigendom menurut hukum barat 
(BW/KUH Perdata Pasal 570) adalah hak untuk menikmati kegunaan 
sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap 
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kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan 
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu 
kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak 
orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan 
pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan 
undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.  
Mendasarkan Pasal 3 Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 
dan Rijksblad Kadipaten Tahun 1913 Nomor 18, di wilayah yang sudah 
direorganisasi (dibentuk kelurahan), tanah yang secara nyata dimanfaatkan 
penduduk baik yang ditempati maupun yang diolah secara tetap diberikan 
dengan kewenangan hak anggaduh. Hak anggaduh merupakan hak atas 
tanah yang tidak sama dengan hak andarbe atau hak millk menurut hukun 
adat, yang memberikan wewenang untuk mengelola dalam hal inl adalah 
mengurus, mengatur dan meregistrasi tanah di wilayah kelurahan yang 
sudah terbentuk. Dalam Pasal 4 Rijksblad kasultanan Tahun 1918 Nomor 
16 dan Rijksblad Kadipaten tahun 1918 Nomor 18 menegaskan bahwa dari 
hak anggaduh kelurahan yang diberikan kelurahan dengan melangsungkan 
hak para pemakai (warga masyarakat) yang nyata-nyata memanfaatkan 
tanah di wilayah kelurahan dengan kewenangan hak anganggo turun-
temurun. Hak anganggo turun-temurun adalah hak yang memberikan 
kewenangan kepada yang diberi hak untuk mempergunakan dan 
memungut hasil dari tanah yang diberikan haknya secara turun-temurun 
(bisa diwaris, namun jika tidak ada ahli waris, kembali dalam kewenangan 
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hak anggaduh dari kelurahan). Kewenangan hak anganggo turun-temurun 
yang diberikan kepada masyarakat tidak ada pungutan dan dapat 
diperalihkan atau diwariskan. Mendasarkan Pasal 7 dari Rijksblad 
Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad Kadipaten Tahun 1918 
Nomor 18, maksimum dari luas tanah di wilayah kelurahan dijadikan 
tanah desa, yang peruntukkannya sebagai: 
1. Tanah pengarem-arem, yaiitu tanah yang pemanfaatannya dan hasilnya 
diperuntukkan bagi para pamong kelurahan yang sudah tidak aktif lagi 
(pensiun) hingga 3(tiga) tahun sejak meninggal, setelah itu ahli waris 
wajib menyerahkan tanah tersebut kepada kelurahan. 
2. Tanah bengkok/lungguh, yaitu tanah yang pemanfaatannya dan hasilnya 
diperuntukkan bagi para pamong kalurahan yang masih aktif sebagal 
gajinya. 
3. Tanah Kas Desa (TKD), yaitu tanah desa yang dikelola kalurahan dan 
hasilnya diperuntukan sebagai pendapatan kelurahan untuk membiayai 
jalannya administrasi pemerintahan desa. 
 Tanah-tanah yang telah diberikan kewenangan dengan hak 
anganggo turun-temurun kepada masyarakat dan tanah-tanah yang 
dijadikan tanah desa merupakan tanah domein (hak millk) yang tidak 
bebas dari Kasultanan dan Kadipaten, sehingga Kasultan kadipaten hanya 
dapat menguasai dengan jalan pencabutan untuk kepentingan umum 
Sedangkan tanah tanah lainnya, yaitu selain tanah yang sudah menjadi 
tanah hak anganggap turun-temurun masyarakat dan tanah desa, masih 
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tetap merupakan hak milik penuh (domein bebas) dari Kasualtanan dan 
kadipaten yang pengelolaanya diatur, diurus dan diregistrast kalurahan. 
Wewenang kelurahan atas tanah yang merupakan domein tidak bebas di 
wilayah kelurahan ialah: 
1. Mengelola untuk sementara bila tidak ada yang mengurus. 
2. Mengurus tanah pengarem-arem yang jatuh kembali kepada desa karena 
mebekel/demang dan pamong kalurahan yang diberikan tanah 
pengarem-arem dan selanjutnya tanah ini sementara dimanfaatkan 
sebagai Tanah kas Desa (TKD). 
Seiring dengan tersebut diatas, untuk wilayah kotapraja juga 
dikeluarkan Rijksblad Kasultanan Tahun 1925 Nomor 23 dan Rjksblad 
Kadipaten Tahun 1925 Nomor 25 yang memberikan hak andarbe di atas 
tanah-tanah yang nyata-nyata ditempati/dihuni oleh penduduk (warga 
masyarakat). Hak andarbe adalah merupakan hak milik menurut hukum 
adat, sehingga sudah bukan lagi termasuk Tanah Kasultanan (SG) dan 
Tanah Kadipaten (PAG) Tanah yang sudah diberikan dengan hak andarbe 
kepada warga masyarakat sejak itu dilakukan administrasi dengan tertib, 
kepada yang diberikan hak andarbe diberikan surat tanda bukti Yogyakarta 
hak dan hingga sekarang ini data lengkap ada pada Kantor Pertanahan 
Kotamadya dalam perkembangan dengan telah dikeluarkan Peraturan 
daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1954 Nomor 5 tentang Hak Atas 
Tanah di Daerah istimewa Yogyakarta, hak anganggo tururn- temurun 
yarg dulu diberikan kewenangan kepada warga masyarakat pedesaan 
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mendasarkan Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad 
Kadipaten Tahun 1918 Nomor 18 dikonversi status haknya menjadi hak 
milik perseorangan turun-temurun. Sedangkan hak andarbe di atas tanah-
tanah di kotapraja yang telah diberikan kepada warga masyarakat tetap 
disebut hak andarbe, untuk membedakan dengan hak milik perseorangan 
turun-temurun yang telah diberikan kepada warga masyarakat pedesaan. 
Dari uraian di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa di daerah istimewa 
Yogyakarta terdapat: 
a. Tanah hak milik sebagaimana telah diberikan kepada orang asing 
(non pribumi) dengan mendasarkan pada hukum barat yang disebut 
hak eigendom. 
b. Tanah hak andarbe (hak milik adat) warga masyarakat di Kotamadya 
Yogyakarta, yang diperoleh mendasarkan Rijksblad Kasultanan 
Tahun 1925 Nomor 23 dan Rijksblad Kadipaten Tahun 1925 Nomor 
25, yang sudah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Istimewa 
Ycgyakarta Tahun 1954 Nomor 5. 
c. Tanah hak milik perseorangan turun-temurun mendasarkan Peraturan 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1954 Nomor 5, yang semula 
berasal dari hak anganggo turun-temurun diberikan mendasarkan 
Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad Kadipaten 
Tahun 1918 Nomor 18. 
d. Tanah Hak Milik Kasultanan dan Tanah hak milik Kadipaten, yaitu 
yang sejak semula merupakan tanah hak milik Kasultanan dan hak 
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milik kadipaten, karena status hak milk atas tanahnya tidak termasuk 
diberikan kepada warga masyarakat. Termasuk Tanah Kasultanan 
(SG) dan Tanah Kadipaten (PAG) di sini adalah: 
1. Tanah desa dengan kewenangan hak angraduh diperuntukkan sebagal: 
Tanah pengarem-arem, tanah bengkok/lungguh, Tanah Kas Desa dan 
tanah untuk kepentingan umum. 
2. Tanah lainnya, yaitu berupa tanah oro-oro, wedi kengser, gisk pesisir, 
bekas rillban, RVO, bekas RvO, Onderneming Grond (bekas 
perusahaan), hutan ditnya yang selama ini disebut Tanah Negeri yang 
diurus oleh kalurahan setempat, namun mendasarkan Pasal 3 
Peraturan daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 1954 Nomor 5 diurus 
dan diatur oleh Pemerintah daerah lstimewa Yogyakarta. 
Mendasarkan Penjelasan Pasal 11 Peraturan Daerah Istimewa Tahun 
1954 Nomor 5 ternyata tidak mencabut berlakunya Pasal 1 Rijksblad 
Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad Kadipaten Tahun 
1918 Nomor 18 yang merupakan dasar hukum dari keberadaan tanah 
Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG). Jlka tanah-tanah hak 
andarbe di kotapraja telah diadministrasi secara tertib dan datanya ada 
di Kantor Pertanahan Kotamadaya Yosyakarta, tanah-tanah yang telah 
menjadi hak milik perseorangan turun-temurun di pedesan 
mendasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1954 
Nomor 12 juga sudah dilakukan pengadministrasian sebagai diatur 
dalam:  
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a.  Pasal 4 ayat (1): Tata Usaha pendaftaran tanah untuk kalurahan-
kalurahan dikerjakan oleh masing-masing kalurahan menurut 
petunjuk Jawatan Agraria Daerah istimewa Yosyakarta atas nama 
Dewan Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta. 
b. Pasal 4 ayat (2): Untuk mengerjakan tata usaha yang dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini kelurahan harus mempunyai: 
1.  Peta Kelurahan. 
2. 3 (tiga) jenis daftar (register) yaitu : 
a). Daftar (register/legger) A. 
b). Daftar(register/legger) B. 
c). Daftar (register/legger) C 
Peta Kelurahan dan Daftar (register/legger) A dibuat oleh Kantor 
Pendaftaran Tanah daerah, sedangkan Daftar (register/legger) B dan Daftar 
(register/legger) C harus dikerjakan oleh kelurahan yang bersangkutan, 
menurut petunjuk Kepala jawatan Agraria DIY. Pada Peta Kelurahan, 
gambar-gambar kelurahan yang sekarang ada dibuat dasar dengan 
ditambah perubahan-perubahan apabila suatu persil berubah luasnya atau 
wujudnya. Di dalam tiap-tiap persil ditegaskan batas-batas yang menjadi 
hak mililk perorangan, yaitu: 
a.  Daftar (register/legrer) A, memuat luas tiap tiap persil atau bagian 
persil, serta jenis tanah (sawah, pekarangan, tegalan) yang ada di 
masing-masing kelurahan. 
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b. Daftar (register/legger) B, memuat nama-nama orang yang mempunyai 
hak di atas tanah yang terletak di tiap tiap persil atau bagian persil, 
beserta luas tanahnya. 
c.  Daftar (register/legger) C, memuat kumpulan luas tanah yang menjadi 
hak milik tiap-tiap orang (Kutipan dari daftar (register/legger) B. 
Sebagai surat tanda bukti hak milik atas tanah warga masyarakat, 
selanjutnya diberikan surat tunda bukti yang disebut Model E (sementara) 
jika belum dilengkapi surat ukur, atau Model D (tetap). Bagi warga 
masyarakat yang belum diberikan tanda bukti hak berupa Model E atau 
Model D, jika memerlukan surat bukti tertulis hak miliknya dapat 
diberikan oleh kalurahan berupa Kutipan dari register/legger C Tanah 
Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG) berada atau terletak di 
seluruh kabupaten/kota di wilayah DIY, akan tetapi tidak tentu di setiap 
wilayah kecamatan atau desa/kalurahan dijumpal Tanah Kasultanan (SG) 
dan Tanah Kadipaten (PAG). Hal ini dikarenakan tanah-tanah yang subur 
dan atau letaknya strategis sudah dimanfaatkan warga masyarakat dan 
sudah diberikan dengan hak yang sckarang sebagai hak milik. Untuk tanah 
Kasultanan (SG) dan Tanah Kadipaten (PAG) tidak dapat ditunjukkan alat 
bukti tertulls dan sebagal bukti hak menurut hukum adat selain 
mendasarkan pada asal-usul (Perjanajian Gianti 13 Februari 1755), dapat 
didasarkan adanya pengakuan baik dari warga masyarakat maupun 
Pemerintah. 
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Mendasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) 
Dalam UUPA tersirat adanya pengakuan hak-hak atas tanah yang ada pada 
waktu UUPA diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yaitu 
sebagaimana ditentukan pada Diktum Kedua Ketentuan konversi dan Pasal 
56 serta Pasal 58 UUPA. Namun UUPA di DIY pada saat diundangkan 
baru diberlakukan untuk hak-hak atas tanah yang mendasarkan hukum 
barat (hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruiks), yang 
mendasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 2 Tahun 1960, 
harus sudah dilakukan konversi menjadi hak-hak atas tanah sebagalmana 
diatur dalam UUPA dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukan 
UUPA. Untuk hak-hak atas tanah yang mendasarkan hukum adat baru 
dapat terintegrasi dalam yurlsdiksi UUPA setelah UUPA diberlakukan 
sepenuhnya di DIY berdasarkan Keppres RI Nomor 3 Tahun 1984. Untuk 
hak milik atas tanah warga masyarakat sebagalmana diatur dalam 
Peraturan Daerah stimewa Yogyakarta Tahun 1954 Nomor 5 yang berupa 
hak milik perseorangan turun temurun dan hak andarbe, menurut 
Keputusan menteri Dalam negeri Tahun 1984 Nomor 69 sudah dapat 
konversi menjadi hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUPA, 
yang pelaksanaannya di mendasarkan Peraturan Menterl Pertanlan dan 
Agraria (PMPA) Tahun 1962 nomor 2 dangkan untuk tanah kasultanan 
(S6) dan Tanah Kadipaten (PAG), untuk dilakukan konversi menghadapi 
kendala, yaltu di samping belum adanya pengaturan khusus pelaksanaan 
konversi juga terkendala menyangkut subjek hak miliknya. Menurut Pasal 
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21 UUPA, hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan 
hukum untuk dapat mempunyai hak milik atas tanah harus ditetapkan dan 
ditunjuk oleh Pemerintah mendasarkan Peraturan Pemerintah (pp Tanah 
Kasultanan (SG) dan Tanah Kadipaten (PAG) yang keberadaannya 
mendasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 
Tahun 1984 harus mencabut Pasal 1 Rijksblad Kasultanan tahun 1918 
penjelasan 18 Nomor 18 sebagai dasar Tanah Hak Milik Kasultanan (SG) 
dan Tanah Hak Milik Kadipaten (PAG), sebelum ada pengaturan secara 
khusus masih dipayung/diakui status hak miliknya Nomor 16 dan 
Rijksblad kadipaten Tahun mendasarkan Pasal 56 UUPA Penyelesaian 
masalah hukum atas tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG) 
cukup panjang hingga diundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). 
Pasca Diundangkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 (UUK 
DIY), Salah satu (2) huruf d, yaiku urusan bidang pertanahan, ditegaskan: 
1. Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang Tahun 2012 
Nomor 13 (UUK DY) kewenangan dalam urusan keistimewaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat dinyataakan sebagai badan 
hukum (Pasal 32 ayat 1).  
2.  Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek 
hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah 
Kadipaten (Pasal 32 ayat 2). 
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3. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dimaksud meliputi Tanah 
Keprabon dan Tanah Bukan (dede) Keprabon yang terdapat di seluruh 
kabupaten/kota dalam wilayah DIY (Pasal 32 ayat 4) Kasultanan dan 
Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan, Tanah 
Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya 
pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat (Pasal 32 ayat 5). 
4.  Hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten didaftarkan 
pada lembaga pertanahan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Pasal 33 ayat 1 dan Pendaftaran Tanah 
Kasultanan dan Tanah Kadipaten, pengelolaan dan pemanfaatan Tanah 
Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain wajlb mendapat 
persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan 
Kadipaten untuk Tanah Kadipaten (Pasal 33 ayat 3). 
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah 
Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dalam Perdals, yang 
penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.(Pasal 35). 
Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan/atau 
Wakil Gubernur selaku Adipatl Paku Alam yang bertahta berdasarkan 
undang-undang ini bertugas: 
a. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan 
Kasultanan dan Kadipaten. 
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b. Mengumumkan kepada masyarakat hasl penyempurnaan dan 
penyesualan peraturansebagalmana dimaksud pada huruf a. 
c. Melakukan Inventarlsasi dan identifikasl Tanah Kasultanan dan 
Tanah kadipaten. 
d. Mendaftarakan hasil Inventarisasi dan identifias Tanah Kadipaten 
sebagaimana dimaksud pada huruf c kepala lembaga pencatatan. 
e. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi seluruh kekayaan 
Kasultanan selain sebagaimana dimaksud pada huruf C Yang 
merupakan warisan. 
f. Merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku 
Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan, (Pasal 43). 
Dalam situasi yang mendesak guna menindak lanjuti Undang-
Undang (UUK DIY) telah dikeluarkan Peraturan Daerah istimewa 
Yogyakarts 2013 tentang Kewenangan Dalam urusan Keistimewaan 
Perdais ini ditetapkan Perda) Nomer 1 Tahun Daerah Istimewa tentang 
Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
dalam Perdais ditetapkan: 
1. Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Pasal 46). 
2. Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang 
bertahta, ditujukkan untuk  pengembangan kebudayaan, kepentingan 
dan masyarakat, serta dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan 
(Pasal 47). 
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3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/Kota dan 
Pemerintah desa, dengan: 
a. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan 
dan Pengelolaan dan pemanfasatan tanah Kasultanan dan tanah 
Kadipaten. 
b.  Memfasilitasi pembentukan reguilasi Tanah Kasultanan dan tanah 
Kadipaten (Pasal 49 dan 50), 
4. Masyarakat atau pihak ketiga yang telah memanfaatkan tanah 
Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat melanjutkan sepanjang 
pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan (Pasal 51). 
5. Ketentuan leblh lanjut mengenal pengelolaan dan pemanfaatan Tanah 
kasultanan dan tanah kadipaten diatur dengan Perdais tersendiri. (Pasal 
52) 
Perdais dimaksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 
(UUK DIY) yo. Pasal 2 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 sudah ada, yaitu 
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. 
Ditegaskan dalam Pasal 6 nya, Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten 
terdiri dari Tanah Keprabon, dan Tanah Bukan (dede) Keprabon yang 
terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY.
2
 
                                                          
2
 Sejarah di Paniti Kismo Yogyakarta 2018 
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B. Sejarah Magersari Di Jawa Khususnya Di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada awalnya tidak pernah ada 
tanah negara. Semua tanah negara yang ada di Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah tanah Sultan, yang semenjak kemerdekaan diberikan 
kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik keraton Yogyakarta 
(Sultan Groud), dan tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground), 
yang sebgaian saat ini digunakan oleh masyarkat untuk bermukim atau 
berbudidaya dengan kekancingan atau sertifikat hak pakai dari Keraton 
dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istmewa, pertanahan 
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian seharusnya juga tidak 
cukup diatur dengan UUPA, melainkan harus dijabarkan dalam Peraturan 
Daerah (Perda). Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa 
status tanah Sultn Ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat 
(Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA, sampai sekarang status 
kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan oleh keraton , oleh 
karena itu pemerintah pusat harus memperjelas kepastian hukum status 
tanah milik keraton dan Paku Alam melalui sebuah Undang-Undang. 
Yogyakarta adalah daerah swapraja, didalam diktum UUPA huruf 
a mengatakan, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja 
yang masih ada pada waktu berlakunya Undang-Undang ini dihapus dan 
beralih kepada negara. Hal-hal yang bersangktan dengan huruf a diatur 
lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tetapi sampai sekarang 
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peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di 
Yogyakarta belum sepenuhnya dilaksannakan. Yang diberlakukan hanya 
sebatas tanah hak yang diatur berdasarkan hukum Barat. 
Hukum Tanah Swapraja adalah seluruh aturan tentang pertanahan 
yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta, 
dalam konsideran Staatsblad Nomor 474 Tahun 1915 ditegaskan bahwa 
diatas tanah-tanah yang terletak dlam wilayah hukum swpraja, dapat 
didirikan akhak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetbook (BW)  
seperti hak egindom, erfpacht, optsal =, dan sebagainnya. Di daerah 
Yogyakarta Sultan merupakan pemilik tanah keraton. rakyat hanya punya 
hak sewa atau hak pakai atau hak biasa disebut Magersari. Jika Sultan 
menghendaki sewaktu-waktu ia mencabutnya kembali. Menurut 
sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas 
desa, tanah penduduk, maupun tanah keraton itu sendiri. 
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 A ini jelas bahwasanya 
hubungan antara Pemerintah pusat dengan Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta harus diatur dalm Undang-Undang dengan memperhatikan 
kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, juga terkait 
pemanfaatan sumberdaya alam Daerah   Istimewa   Yogyakarta termasuk 
sumber   daya   agraria   yaitu pengaturan tentang pertanahan karena 
Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai suatu kekhususan di dalam 
pengelolaan pertanahannya yaitu terkait  dengan  kepemilikan  (domein) 
Sultan dan Pakualaman terhadap tanah-tanah di Yogyakarta.  Sedangkan, 
58 
 
Pasal 18 B ayat yang menyebutkan negara  mengakui dan  meghormati   
satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang 
diatur dengan Undang-Undang dan pada ayat (2) menyebutkan 
bahwasanya negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang   masih hidup   dan    
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara  Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang . Pasal 18 B ini 
menegaskan keberadaan bahwa  negara  mengakui daerah-daerah yang 
bersifat istimewa salah satunya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta karena 
di dalam penjelasan sebelum amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 bahwasanya di dalam teritori negara Indonesia lebih kurang 250 
zelbesturende landschappen (Daerah swapraja) dan volksgemeenschappen 
(desa praja),  seperti  desa  di  Jawa  dan Bali, negari di Minangkabau, 
dusun dan marga  di Palembang  serta daerah-daerah   lain  yang   masih 
mempunyai sususan asli yang dianggap memiliki keistimewaan . Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dan Pura Pakualaman sampai sekarang diakui oleh 
masyarakat Yogyakarta yang termasuk zelbesturende landschappen 
(Daerah Swapraja)   diakui    keistimewaannya dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta .
3
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 Rangga Alfriandi Hasim,” Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional”, 
Jurnal Arena Hukum. Vol.  9. Nomor. 2, Hlm 208. 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2012 tentang Keistimewaan 
Yogyakarta memberikan  kewenangan kepada Daerah Istimewa  
Yogyakarta sebagai daerah otonom  untuk  mengurus tata cara pengisian 
jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 
Kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; Kebudayaan; 
Pertanahan, dan tata ruang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 yang mana penyelenggaraan  kewenangan   
dalam urusan keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai  
kearifan  lokal dan keberpihakan pada rakyat . Khusus kewenangan 
pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang ini pada  Pasal  32 dan 33 
pada peraturan ini yang  intinya   Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat 
dan Kadipaten Puro Pakualama untuk menyelenggarakan kewenangan 
pertanahan dinyatakan sebagai  badan hukum yang merupakan subjek hak 
milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten . Tanah kasultanan  dan    
kadipaten    yang dimaksud  termasuk tanah  keprabon maupun  bukan   
keprabon  yang   letaknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta 
hak milik atas tanah tersebut didaftarkan   kepada   lembaga   pertanahan   . 
Pengaturan  terkait  tanah  milik Kasultanan pada masa  sebelum 
kemerdekaan sudah tertuang dalam Rijksblad Kasultanan  Nomor 16 
Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman Nomor 18 Tahun 1918 yang 
menyatakan “Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine  kadarbe ing 
liyan mawa  wewenang  eigendom,  dadi bumi kagungane keraton ingsun” 
yang memiliki arti bahwasanya  semua  tanah yang tidak ada tanda bukti 
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kepemilikan oleh orang melalui hak eigendom (milik), maka tanah tersebut 
menjadi millik kerajaanku 
4
. Benturan pengaturan hak penguasaan tanah 
juga terjadi antara hukum bekas pemerintahan swapraja dengan Undang-
Undang Pokok  Agraria . Hal tersebut nampak di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang menimbulkan konflik antara perorangan dengan instansi 
pemerintah. 
 
C. Pelaksanaan Magersari Di Kasultanan Yogyakarta 
Badan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta 
sudah diakui atas kepemilikan hak istimewa yang dimiliki oleh Daerah 
Istimewa Yogyakarta, yang dimana sudah terbukti dengan adanya 
PERDAIS (Peraturan Daerah Istimewa ) yang diberlakukan di Daerah 
Yogyakarta. Dan semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan daerah 
Yogyakarta memiliki peraturan khusus mengenai pertanahan yang dimana 
juga diatur dalam Perdais dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. 
Yogyakarta yang merupakan daerah Kasultanan hingga saat ini 
menggunakan sistem pemerintahan yang dimana didapatkan dari hak 
Istimewa dan  memiliki hak mengatur peraturan daerahnya sendiri. Di 
Yogyakarta pertanahan juga dimasukan kedalam peraturan khusus yang 
dimana tanah yang ada didalam area Kasultanan yang dimana tanah-tanah 
tersebut merupakan tanah kerjaan dan bukan tanah negara. Pada saat ini 
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 Rijksblad Pakualaman No .18 Tahun 1918 Tentang Tanah Kasultanan 
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pihak Kasultanan Yogyakarta sedang melakukan pendataan ulang 
mengenai aset-aset yang ia miliki dan sedang memperjuangkan tanah yang 
dikuasai oleh negara supaya kembali kedalam atau menjadi hak milik 
kembali Kasultanan Yogyakarta. Seperti halnya tanah Ground milik 
Pakualaman. 
Pakualaman Ground (PAG) merupakan tanah dibawah kekuasan 
Puro Pakualaman. Menurut penjelasaan  Pasal 32 ayat (32) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012, yang dimaksud dengan “ tanah kadipaten 
(Pakualaman Grond)”, yang biasa disebut Kagungan Dalem adalah milik 
Kadipaten. Kadipaten Pakualaman merupakan bagian dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang dimana sekarang menjadi Kabupaten Kulon 
Progo. Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 
Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi menjadi dua kabupaten yaitu 
Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Kulon Adikarta yang 
merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Setelah perang Diponegoro 
1825-1830 wilayah Kulon Progo terbagi menjadi 4.
5
 
Adapun syarat- syarat permohonan adalah sebagai berikut:  
a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Penghageng Kawedanan 
                                                          
5
 Novi Achmadia Rahmasari, “Implikasi Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Hukum Pakualaman 
Ground Di Kabupaten Kulon Progo”,  LexRenaissance (Yogyakarta). Vol 1 Nomor 2, 2016, hlm. 
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Hageng Punokawarn Wahono Sarto Kriyo yang diketahui oleh aparat 
setempat. 
b. Surat keterangan dari BPN untuk Kota Yogyakarta dan dari Kantor 
Desa untuk Kabupaten yang menyatakan bahwa lokasi yang 
dimohonkan adalah Tanah Sultan Ground Persil atau petak berapa serta 
tidak dalam masalah. 
c. Untuk kawasan-kawasan tertentu diperlukan rekomendasi tata ruang 
agar ada kesesuaian untuk peruntukan.  
d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon 
e.  SPPT PBB tahun terakhir lokasi Tanah Sultan Ground yang 
dimohonkan. 
f. Pas Foto ukuran 4x6 3 lembar 
 permohonan perpanjangan sebagai berikut: 
a. Surat permohonan perpanjangan Surat Perjanjian Hak Pinjam Pakai 
Tanah Magersari yang ditujukan kepada Penghageng Kawedanan 
Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo. 
b.  Foto Kopi Kekancingan Magersari beserta Gambar 
c.  Kwitansi Pembayaran Pisungsung 
d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemegang Hak Pinjam Pakai Tanah 
Magersari. 
e.  SPPT PBB tahun terakhir.  
f. Pas Foto ukuran 4x6 3 lembar. 
Adapun persyartan permohonan lintiran : 
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a.  Permohonan Lintiran Surat permohonan lintiran yang ditujukan kepada 
Penghageng Kawedanan Hageng PunokawanWahono Sarto Kriyo yang 
diketahui oleh aparat setempat. 
b.  Foto Kopi Kekancingan Magersari beserta Gambar. 
c. Surat Kerelaan Ahli Waris yang di sahkan atau diketahui oleh aparat 
setempat. 
d.  Surat Kematian 
e. Kwitansi Pembayaran Pisungsung. 
f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk. 
g. Kartu Keluarga atau CI masing-masing ahli waris.  
h. SPPT PBB tahun terakhir. 
i. Pas Foto ukuran 4x6 3 lembar. 
  Adapun peryaratan permohonan liyeran: 
a. Surat permohonan liyeran yang ditujukan kepada Penghageng 
Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo yang diketahui 
aparat setempat. 
b. Foto Kopi Kekancingan Magersari beserta Gambar 
c. Surat Kerelaan Ahli Waris yang di sahkan atau diketahui oleh aparat 
setempat bagi pemegang surat magersari yang sudah meninggal dunia. 
d. Surat Kematian 
e. Kwitansi Pembayaran Pisungsung 
f. Kwitansi Liyeran 
g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang Liyeran. 
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h. Kartu Keluarga atau C1 masing-masing ahli waris bagi pemegang 
Surat Kekancingan yang sudah meninggal dunia 
i. SPPT PBB tahun terakhir. 
j. Pas Foto ukuran 4x6 3 lembar 
k. Hal-hal sebagaimana diatas telah disesuaikan dengan aturan-aturan 
yang berlaku dan sudah sesuai dengan aturan-aturan pemerintahan. 
Tata pelaksanaan tidak ada yang melanggar aturan ataupun 
memperberat pemakai magersari. Persayratan secara administrasipun 
sangatlah mudah didapatkan oleh masyrakat. Tidak ada pemberatan bagi 
kedua belah pihak.  
Dalam proses pelaksanaan Magersari tidak mudah dan tidak 
semulus dengan teorinya, ada beberapa kendala didalam masyarakat, 
pemerintah pun membuat kegiatan pelaksanaan sosialisasi. Supaya 
masayarakat lebih memahami mengenai tanah Sultan Ground yang 
ditempati sebagai magersari sepert halnya sosialisasi yang dilaksanakan di 
Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2017. Didalam sosialisasi tersebut 
menjelaskan bagaimana tanah atau pertanahan yang ada di Yogyakarta. 
Adapun isi dari penyuluhan tersebut sebagai berikut.  
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten 
Gunung Kidul. Bahwa hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah adalah 
hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat 
Indonesía. Tanah merupakan perckat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga 
keberlanjutan sistem kehidupann berbangsa dan bernegara. Pengaturan dan 
pengelolaan pertahanan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan 
ketertiban hukum tetapi juga menyelesaikan masalah, sengketa dan konflik 
yang timbul. Untuk kepentingan maka kebijakan nasional di bidang 
pertahanan disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta 
masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, tugas pemerintah di 
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral diserahkan 
kepada Badan Pertanahan.  
Ruang lingkup penataan dan pemberian hak atas tanah di Propinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum berlaku sepenuhnya Undang 
undang pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
peraturan dasar Pokok pokok Agraria) tidak lepas dengan adanya Kreaton 
Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman serta terbentuknya 
Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang - undang Nomor 3 
Tahun 1950.
6
 Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 
dibagi dalam empat periode, sebagai  Periode Sebelum Tahun 1978. 
Periode ini dikenal dengan masa Kepatuhan Raja yang berhak sepenuhnya 
atas tanah serta rakyat hanya mempunyai hak menggarap dengan atau 
sepertiga kepada Para Patuh Raja yang berhak sepenuhnya atas tanah. 
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  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
66 
 
Untuk menjamin para abdi dalem, sebagai gaji diberikan kekuasaan untuk 
mengunduh hasil sebagian dari tanah, maka diangkatlah Patuh, Para Patuh 
berkedudukan di lingkungan kerajaan untuk mengawasi tanah yang 
digarap, di lokasi untuk Bekel, jadi Bekel adalah penghubung antara Patuh 
dan rakyat / penggarap. Periode Tahun1918-1954. Berdasarkan Rijksblad 
Kasultanan tahun 1918 Nomor 16 dan Rijksblad  Pakualaman tahun 1918 
Nomor 18 antara lain ditetapkan: 
1. Semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan Hak Eigendom oleh 
pihak lain adalah domein / milik Keraton Yogyakarta. 
2. Keraton Yogyakarta memberikan hak Anggaduh kepada kelurahan. 
3. Keraton Yogyakarta memberikan hak Anganggo turun-temurun rakyat 
yang nyata - nyata digunakan rakyat.  
4. Mulai saat itu muncul buku adminstrasi tanah di tiap- tiap kelurahan. 
 Periode Tahun 1954-1984. Berdasarkan Undang- undang Nomor 3 
Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, pasal 4 
yang maksudnya antara lain urusan agraria / pertanahan Yogyakarta adalah 
urusan rumah tangga maka ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 5 tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Pasal 4 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 5 Tahun 1954 menyebutkan bahwa Daerah Istimewa hak milik 
perorangan turun-temurun (Erfelijk Individueel Bezzits Rcht) atas 
sebidang tanah kepada Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut Hak 
Milik Kelurahan / Desa diberi hak untuk mengatur administrasi pertanahan 
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di kelurahan/desa. Kemudian diatur pula peralihan hak milik perorangan 
turun temurun atas tanah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 11 Tahun 1954 serta tanda sah bagi hak milik perorangan turun 
temurun atas tanah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
12 Tahun 1954. Tanda bukti hak milik di Daerah Istimewa Yogyakarta (di 
luar kota praja Yogyakarta) adalah Model D yaitu tanda bukti hak milik 
bagi hak milik perorangan turun- temurun yang terdiri dari uraian subjek 
hak, obyek hak dan dilampiri Gambar Situasi (GS) tiap- tiap bidang.  
Model E yaitu tanda bukti hak milik sementara bagi hak milik perorangan 
turun temurun yang terdiri dari uraian obyek hak, obyek hak dari semua 
pemilikan (Midek E merupakan salinan dari buku Letter C). Daftar 
(Register) Leter C yaitu daftar yang memuat kesimpulan luas tanah yang 
menjadi hak milik perorangan Periode Tahun 1984 - sekarang (Sesudah 
diberlakukan Perdais) Pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sri Pakualaman VIII, dan DPRD 
Tingkat II) mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui 
Menteri Dalam Negeri agar memberlakukan Undang - undang Pokok 
Agraria (Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960) secara penuh di 
Propinsi diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 
Tahun 1984 yang menyatakan bahwa Undang undang Pokok Agraria 
berlaku sepenuhnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 
tangggal 24 September 1984. Dengan diberlakukannya Undang- Undang 
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Pokok Agraria di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Tanda 
Bukti Hak Atas Tanah yang ada sebelum tanggal 24 September 
1984 : 
1. Model D penegasan konversinya menjadi Hak Milik sesuai pasal 20 
Undang- undang Nomor 5 tahun1960 dengan cara konversi Undang- 
undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan cara konversi langsung dan 
diadakan pengukuran/ pemetaa untuk pembuatan Gambar Situasi. 
2. Model E penegasan konversinya menjadi Hak Milik sesuai pasal 20 
Kepala Desa penegasan konversinya menjadi Hak Milik sesuai pasal 
20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
7
 dengan cara konversi. 
3. Kutipan dari Daftar Buku Leter C yag dikeluarkan oleh Lurah / 
langsung diadakan pengukuran/pemetaaan untuk pembuatan Gambar 
Situasi serta diumumkan selama dua bulan.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 
Tahun 1954 bahwa peralihan Hak Milik perorangan turun temurun atas 
tanah melalui proses sidang Putusan Desa yang dituangkan dalam Buku 
Pemriksakan Desa yang harus dilegalisir Camat dan disahkan olch 
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, kemudian dicatat dalam Buku 
Leter C. 
Aturan Peralihan Pemanfaatan Tanah Desa. 
  Kewenangan pemanfatan dengan cara: 
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69 
 
1. Perlindungan, merupakan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan 
dari kerusakan kehilangan dan ketidak sesualan izin yang diberikan 
oleh Kasultanan dan kadipaten. 
2. Penggunaaan tanah oleh warga masyarakat/institusi dan harus 
mendapatkan izin tertulis dalam bentuk Serat Kekancingan dari 
Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan Kadipaten. 
Mekanisme pengelolaan dan pemanfatan Tanah Kasultanan dan 
Tanah Kadipaten lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur, diatur 
dengen Peraturan Gubernur. Tanah Desa yang asal-usulnya dari anggaduh 
diakui keberadaannya sesuai dengan kewenangan desa pengelolean tanah 
desa, yang terdiri dari: 
1. Tanah Kas desa; 
2. Tanah Pengarem-arem; 
3. Tanah bengkok/lungguh; dan 
4. Tanah untuk kepentingan umum 
Dalam hal desa berubah status menjadi keturahan, kewenangan 
pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang berdasarkan hak asa-usul 
dalam mengelola tanah desa kembali kepada asal-usul kepemilikan. 
Pemanfaatan tanah desa yang asal-usulnya dari hak anggaduh, oleh 
masyarakat/institusi, perubahan peruntukan tanah desa dan pelepasan 
tanah desa serta penyelesaian terhadap tanah pengganti atas tanah desa 
harus mendapatkan izin dari kasultanan atau kadipaten. 
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Penyelesaian terhadap tanah pengganti atas tanah desa yang telah 
dilepaskan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dalam hal: 
1. Tanah Desa Sebagai Objek Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dan 
Kepentingan Umum.  
2. Tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan masyarakat/institusi. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tanah desa yang 
berasal dari hak anggaduh, Kasultanan dan kadipaten diatur dalam 
Peraturan Gubernur. Akhirnya mendasarkan ketentuan peralihan: 
1. Masyarakat/institusi yang menggunakan Tanah kasultanan dan tanah 
kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan 
sudah memiliki Serat kekancingan dapat melanjutkan penggunaannya 
sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan; 
2. Masyarakat/institusi yang telah menggunakan Tanah kasultanan atau 
tanah kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini 
dan belum memiliki Serat kekancingan harus mengajukan permohonan 
Serat Kekancingan kepada Kasultanan atau kadipaten. 
3. Tanah desa yang telah disertipikatkan dengan status Hak Pakai, harus 
dilakukan penyesuaian status Hak Pakai di atas Tanah kasultanan atau 
tanah kadipaten sesuai asal-usul tanah desa berdasarkan Peraturan 
daerah Istimewa ini. 
Secara garis besar mekanisme permohonan Serat Kekancingan 
sebagai berikut dengan cara mengajukan kepada Kasultanan atau 
Kadipaten dengan dilampiri: 
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a. Identitas pemohon. 
b. Keterangan status tanah dari Pemerintah Desa atau dari Kantor 
Pertanahan kotamadya Yogyakarta. 
c. Rekomendasl dari Dinas/Kantor Pertanahan dan Tata Ruang 
Kabupaten/Kota. 
Dengan tembusan Pemerintah Daerah yang akan memberikan 
rekomendasi Kepada Kasultanan atau Kadipaten. Jlika permohonan Serat 
Kekancingan dikabulkan, selanjutnya permohonan hak yang berupa. Hak 
guna Bangunan atau hak Pakai selanjutnya diproses sesuai dengan 
perundang-undangan untuk mendapatkan sertipikat HGB atau Hak Pakai 
dari Kantor Pertanahan. 
Setelah adanya pemetaan tanah milik kasultanan yang masih 
ditempati sebagai tanah magersari hingga saat ini maka dapat di sebutkan 
beberapa tempat yang masih menjadi tanah magersari, di sekitar lokasi 
keraton masih terdapat lokasi magersari yang di seabut dengan kecamatan 
keraton yang terbagi dalam beberapa kelurahan : 
1. Kelurahan Patehan 
2. Kelurahan Panembahan 
3. Kelurahan Kadipaten  
Area sawah Sidokerto, Godean, Kabupaten Sleman, di dekat 
Museum Perjuangan yang juga terdapat lokai magersari yaitu yang 
tepatnya di jalan Brontokusuman, Mergangsari, Kota Yogyakarta, serta 
kawasan Universitas Gajah Mada akan tetapi sudah diserahkan kepada 
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pihak kampus akan tetapi ada hal khusus yang diterapkan misalnya dalam 
hal pemilihan rektor, kawasan Seleman Yogyakarta juga merupakan 
kawasan dari tanah magersari.
8
 
Berdasarka wawancara dengan penguhuni tanah magersari Ibu 
Mujeb, menyatakan. Dalam proses pelaksanaan magersari sangat 
menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan bagi para pendatang yang 
memperoleh perizinan untuk menempati kawasan tanah magersari, dalam 
hal pembayaran sewa atau lebih seperti membayar pajak akan tetapi 
kisaran uang yang dikeluarkan dibawah pembayaran pajak, pembayaran 
ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Besarannya pun memiliki kisaran yang 
berbeda dari Rp 12.000,- sampai Rp 75.000,- . Dan  pembeharuan 
perijinan dilakukan selama 10 tahun sekali. Para penghuni lama rata-rata 
sudah menghuni selama puluhan tahun, ada yang kisaran 20 tahun bahkan 
35 tahunpun ada. Bagi para penghuni magersari sangatlah tidak merugikan 
bagi para penghuninya dan memberikan manfaat bagi mereka.
9
 
 
                                                          
8
 Mujeb, Pemakai Magersari,  Wawancara, 31 Mei 2018 , Yogyakarta, 13.45-14.30 WIB 
9
Didik, Staf  Paniti Kismo , Wawancara Di Kantor Paniti Kismo, 31 Januari 2018, 08.00-
11.30 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAN MAGERSARI  
 
A. Pelaksanaan Dan Proses Pengajuan Magersari 
Berdasarkan dengan aturan perundang-undangan dan aturan 
pemerintah Yogyakarta. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 16 jo. 
Rijksblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan 
memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak-hak yang 
kuat.
1
 Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5 Tahun 
1945, tanah-tanah keprabon dalem itu diurus langsung oleh KHP Wahono 
Satro Kriyo, Kantor Paniti Kismo. Dan didalam Surat Kekancingan Sultan 
HB IX pada, 3 Januari 1979.  
Undang-Undang Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Yogyakarta.
2
 Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 Tahun 
1960 tentang Pengusaan Tanah
3
. Undang-Undang Dasar Nomor 33 Ayat 3 
Tahun 1945
4
 tentang Kekayaan Bumi, Air, Alam dan Tanah. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012
5
 tentang Keistimewaan Yogyakarta. 
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Istimewa 
                                                          
1
 Rijksblad Kasultanan  1918 
2
 Undang-Undang Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
3
 Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 Tahun 1960 Tentang Pengusaan Tanah 
4
 Undang-Undang Dasar Nomor 33 Ayat 3 Tahun 1945 Tentang Kekayaan Bumi, Air, 
Alam dan Tanah. 
5
 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta. Peraturan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Nomor 1 Tahun 2013
6
 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. 
Instruksi Wakil kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K. 898/I/A/1975 
Tanggal 5 Maret 1975
7
 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas 
Tanah Kepada Nonpribumi.  
Bahwasnnya pelaksanaan tanah magersari yang ada di wilayah 
Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada serta surat keputusan Presiden dan intruksi 
Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta,  dimana tata pelaksanaan 
serta proses pengajuan dan perijinan sudah sesuai dengan tata aturan yang 
ada di Undang-Undang. Tidak di temukannya penyimpangan dalam hal 
pelaksanaan magersari di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana 
masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya magersari ini. Masyarakat 
mendapatkan harga sewa atau tempat tinggal lebih murah dari kisaran Rp 
12.000- sampai Rp 75.000,-. Dan bagi tanah yang disertifikatkan sebelum 
adanya peraturan baru, maka pihak keraton memberikannya secara cuma-
cuma kepada para pemakai tanah magersari. Seperti halnya tanah 
Universitas Gajah Mada yang di berikan kepada pegelola tanah 
Universitas tersebut. Dan masih banyak lag tanah-tanah yang sudah 
bersertifikat yang di berikan cuma-cuna oleh keraton kepada masyarakat. 
Berdasarakan sumber data diketahui bahwasannya tanah keraton dari 
                                                          
6
  Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan 
Keistimewaan 
7 Instruksi Wakil kepala Daerah Istimewa YogyakartaNo. K. 898/I/A/1975 Tanggal 5 
Maret 1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Nonpribumi, 
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tahun ketahun aset tanahnya berkurang. Maka dari itu pihak keraton kini 
mendata ulang aset tanah keraton.  
Yang berhak menempati tanah magersari Keraton Yogyakarta 
milik Hamengkubuwono atau yang sering disebut dengan tanah Sultan 
Ground adalah: 
1. Abdi dalem keraton. 
2. Keluarga keraton. 
3. Masyarakat umum yang memperoleh ijin dari keraton yang berasal 
dari Yogyakarta. 
4. Masyarakat dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 
perijinan dari kertaon. 
5. Pemerintah 
Penggunaan tanah magersari tidak di batasi berapa lama pemaikan, 
akan tetapi ada prosedural dimana 10 tahun sekali di perbaharui 
perijinan dan membayar uang sewa setiap satu tahun sekali. Tanah 
magersari dapat digunakan sebagai rumah tinggal, taman kota, industri, 
pertokoan, pendidikan, dan kantor pemerintahan. 
Adapun Prosedur atau tata cara pengajuan permohonan hak pinjam 
pakai Tanah Sultan Ground baik untuk permohonan baru, 
perpanjangan, lintiran maupun liyeran adalah sebagai berikut:  
a. Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Yth, 
Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo.  
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b. Berkas permohonan diajukan ke Ke Kantor Paniti Kismo Keraton 
Yogyakarta oleh pihak pemohon dan tidak boleh di wakilkan. 
c. Permohonan yang sudah valid (komplit ) diajukan kepada Penghageng 
Kawedanan Hageng Punokawan Wahonò Sarto Kriyo oleh Kantor 
Paniti Kisino untuk dimohonkan rekomendasi. 
d. Apabila permohonan tersebut dikabulkan pihak Paniti Kismo 
menindak lanjuti apa yang direkomkendasikan Penghageng untuk chek 
lokasi dan pengukuran dan hasil dari itu kemudian dilaporkan lagi ke 
Penghageng untuk diteruskan dalam proses membuat perjanjian hak 
pinjanm pakai. 
Berdasarkan pandangan peraturan perundang-undangan dapat 
menjawab mengapa Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960  baru 
digunakan di dalam pengaturan pertanahan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada tahun 1984 dikarenakan sebelumnya ada klaim 
bahwasannya status Keraton dari Kadipaten yang disebut sebagai Badan 
Hukum Warisan Budaya menurut Undang-Undang Keistimewaan 
mengeklaim bisa memiliki status hak milik atas tanah yang diatur dalam 
Agrarische Wet 1870 ( Undamg-Undang Agraria 1870), ini lah yang 
menjadi alasan mengapa Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 baru 
di berlakukan pada tahun 1984. Dengan ditandai keluarnya Keputusan 
Presiden Nomor. 33 Tahun 1984. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor. 66 Tahun 1984, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor. 3 Tahun 1984. 
   
77 
 
B. Maslahah Mursalah Memandang Pelaksanaan Magersari 
Sistem kehidupan yang telah dibangun Islam ialah sistem hukum 
yang sempurna, hal ini seiring dengan apa yang telah dititahkan Allah 
SWT bahwa Islam adalah rahmatan lil’ilahi. Maksud dari tujuan hukum 
Islam (Maqasid As-Syar’iyyah) yang berupa kemaslahatan bagi manusia 
ini harus dipahami secara luas. Dalam arti hukum Islam pada dasrnya 
hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bgi manusia baik secara 
individual maupun pribadi.  
Mas{la{hah Mursa{lah dari segi bahasa terdiri dari dua kata, yakni 
mas{la{hah  dan mursa{lah. Maslahah berarti yang mendatangkan suatu 
kebaikan. Lafadz maslahah seperti lafadz manfaat, baik artinya maupun 
wazzannyam yaitu kalimat isim mashdar yang sama artinya dengan 
kalimat as-shalah, sepertinya lafadz al-mnfa’at sama artinya dengan an-
naf’u. Sedangkan al-mursalah bermakna diutus, dikirim atau dipakai 
(dipergunakan). Maslahah juga dipahami sebagai manfaat, dari segi lafadz 
maupun makna, baik  secara langsung maupun proses seperti 
menghasilkan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjahui 
kemadhartan dan penyakit. Semisal dikatakan apabila berbisnis itu suatu 
kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa berbisnis itu penyebab 
diperolehnya manfaat lahir dan batin.  
Secara terminologi al-maslahah al-mursalah berarti suatu 
kemaslahatan yang tidak disinggung oleh sayra’ dan tidak pula terdapat 
dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, jika 
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dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahtan.
8
 
Makna lain memaparkan bahwa malahah al-mursalah berrti malahah yang 
tidak disebutkan nash tertentu, akan tetapi sejalan dengan kehendak nash.  
Di kutip dalam sebuah jurnal Al-Maslahah Al-mursalah, Imam Al-
Ghazali memberikan penjelasan al-maslahah al –mursalah pada dasarnya 
ialah merih manfaat dan menolak kemadhartan. Dalam rangka memelihara 
tujuan-tujuan syara’. Tujuan syara’ yang dimaksud lebih lanjut , ada lima 
bentuk memilihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila 
sesorang melakukan perbuatan pada intinya untuk memlihara kelima aspek 
tujuan syara’ tersebut maka dinamakan maslahah. Di samping itu, upaya 
untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima 
aspek tujuan syara’ yang dinamakan malahah. Dalam upaya pembaharuan 
hukum Islam mas{lah{ah mursalah memang perlu dikaji bahkan menjadi 
acuan. Akan tetapi harus hati-hati jangan sampai terjerumus pada prinsip 
karena dalih adanya maslahat maka kemudian nash dikesampingkan. 
 Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang 
memberikan kemaslahan bagi para hambanya baik di dunia maupun di 
akhirat. Karenanya, banyak cara yang dilaku-kan oleh Allah untuk 
menjadikan agama Islam sebagai pegangan agar tidak terjadi kekacauan di 
muka bumi. Sebab itulah kehadiran rasul sebagai utusan Tuhan di- jadikan 
sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam sekaligus pembawa keadilan 
bagi alam semesta. Karenanya, setiap perkara yang menyimpang dari 
                                                          
8
 Ahmad Cholili, “ Uegensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode 
Ijtihad Kontemporer”, At-Thadzib, (Jombang), Vol. 1 Nomor 2, 2013. hlm. 203-204 
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keadilan adalah kebenaran dan kekacauan, penyimpangan dari rahmat 
kepada yang sebaliknya, menyimpang dari hikmat kepada kekejian, 
semua itu bukan dari syariat, walau dengan tafsiran bagaimanapun. Sebab 
syariah adalah keadilan Allah diantara para makhluk-Nya, maka 
begitulah hidup dan kebahagiaan, obat dan kewarasan, cahaya dan 
perlindungan dengan syariat. 
Pandangan Mas{la{hah Mursa{lah terhadap pelaksanaan magersari 
ialah dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang dimakasudkan dalam 
lingkup bahasan mas{la{hah mursa{lah dimana manfaat yang diberikan 
kepada masyarakat sudah sesuai dengan aturan akan tetapi masyarakat 
yang menempati tanah magersari tidak dapat memiliki tanah tersebut 
seutuhnya, mereka hanya  berhak mendapatkan hak guna dan hak sewa 
serta hak pakai saja. Setiap satu tahun sekali mereka harus membayar uang 
sewa sebesar Rp 75000,-. Masyarakat hanya bisa memanfaatkan saja tanpa 
bisa memimiliknya atau hak milik. Memang setelah berlakunya Undang-
Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanah yang sudah 
memiliki hak milik maka tidak akan di ambil oleh pihak Keraton akan 
tetapi yang belum memiliki hak milik maka akan di tetapkan sebagai milik 
keraton dan pemakai hanya memiliki hak guna dan hak pakai dengan 
dibuktikan adanya Surat Keancingan. Untuk prosedur teknis dalam 
pengajuan untuk menjadi pemakai magersari mereka sudah sesuai dengan 
hal yang diatur. Memang masyarakat sangat terbantu akan hal ini. Biaya 
ringan dan tidak memberatkan akan tetapi masyarakat harus pasrah apabila 
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sewaktu-waktu tanah tersebut akan diminta kembali oleh keraton, apabila 
tanah tersebut dibutuhkan oleh keraton.  
Dikutip dalam sebuah jurnal “ Meskipun kemaslahatan manusia 
merupakan tujuan utama diturunkannya hukum syara' ke muka bumi, 
namun tidak semua maslahat yang ada di tengah-tengah umat manusia 
sejalan dengan hukum syariat dan tidak semua maslahat yang 
berkembang di masyarakat mempunyai dasar hukum yang akurat. Karena 
itu, para ulama membagi mashlahat kepada beberapa bentuk. Hujjatul 
Islam, Imam Al-Ghazali, misalnya, membagi maslahat kepada empat 
macam: 
1. Maslahat yang diakui nau'-nya oleh Syari' karena ada kesamaan nau' 
tersebut dengan ashal dan furu'. 
2. Maslahat yang diakui jins-nya oleh Syari' karena ada kesamaan jins 
tersebut dengan ashl dan furu'. Maslahat ini sering disebut pula al- 
mashlahah al- mula`imah li jins tasharrufat asy- syar'. 
3. Maslahat yang bertentangan dengan syara' yang disebut dengan istilah 
al-mashlahah al- bathilah atau al-mashlahah al-mulghah. 
4. Maslahat yang tidak disebut-sebut oleh syara', tidak ada nas yang 
mendukungnya, dan tidak ada pula nas yang menentangnya. Maslahat 
semacam ini disebut al-mashlahah al-gharibah.
9
 
   Adapun kemaslahatan bagi Pemerintah atau Negara: 
                                                          
9
 Noorwahidah,” Esensi Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam 
Syafi'i”,Jurnal,hlm.2  
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1. Tanah pemerintah menjadi terawat. 
2. Terjaga dan tidak perlu mencari orang untuk merawatnya. 
3.  Tidak akan kehilangan tanahnya, karena tanah tersebut hanya 
digunakan untuk hak guna pakai. 
4. Mendapatkan pemasukan. 
5. Berkurangnya masalah pengangguran. 
   Adapun kemaslahatan bagi pihak Keraton 
1. Tanahnya menjadi terawat. 
2. Mendapatkan nama baik di hadapan masyarakat. 
3. Mendapatkan pemasukan. 
4. Bangunan terpelihara. 
 Adapun kemaslahatan bagi masyaraat ataupun penduduk 
1. Masyarakat mendapatkan tempat tinggal. 
2. Roda perekonomian tetap berputar. 
3. Membuka lapangan pekerjaan. 
4. Biaya sewa rumah ringan.  
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BAB V 
PENUTUP 
  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan 
sebagaimana berikut: 
Pelaksanaan pendaftaran tanah magersari memilki beberapa tata 
cara dan aturan yang telah ditentukan oleh pihak keraton yang dimana 
sudah dirinci dan juga pelaksanaan sudah sesuai peraturan perundang-
undangan, mulai dari alur pendaftaran awal, akhir hingga peralihan hak 
milik dari pemilik awal hingga pewaris. Untuk penyelesaian masalah yang 
kerap kali ditemukan dimasayarakat luas mengenai pelaksanaa ataupun 
prosedural mengenai penggunaan dan pemakaian tanah Kasultanan maka 
pemerintah harus melaksanakan sosialisasi ulang mengenai tata 
pelaksanaan dan perizinan penggunaan Magersari. 
Mas{la{hah Mursa{lah memandang bahwasannya pelaksanaan dan 
perizinan sudah sesuai dengan kemanfaatan yang dimaksudkan dalam hal 
mas{la{hah , dimana masyarakat dapat mempergunakan tanah tersebut untuk 
kepentingan kehidupan mereka sehari-hari dan pemenuhan perekonomian. 
Biaya sewapun tidak memberatkan pemakai. 
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B. Saran  
Untuk  Masyarakat Dan Pengguna : 
1. Masyarakat dan pengguna selalu mengupdate data terbaru mengenai 
persyartan dan perubahan peraturan, supaya tidak tertinggal dengan hal 
yang baru seperti mengenai aturan 
2. Masyarakat  dan pengguna selalu encari informasi terbaru mengenai 
info perkembangan yang ada. Supaya tidak tertinggal informasi. 
3. Masyrakat dan pengguna wajib mengikuti sosialisasi yang diadakan 
pengelola maupun keraton supaya tidak terjadi kesalahan. 
Untuk Pengelola  : 
1. Dilakukan Sosialisasi ulang terhadap warga masyarakat sekitar bagi 
penduduk ataupun pendatang baru. Supaya tidak ada kekeliruan antara 
pihak pendatang dan pemerintah. 
2. Pengecekaan ulang tanah magersari yang masih menjadi bagian tanah 
magersari. 
Untuk Keraton : 
1. Diadakan lagi pendataaan ulang mengenai aset Keraton, supaya 
diketahui jumlah pasti mengenai tanah magersari milik keraton yang 
masih tersisa hingga saat ini, supaya ada pembaharuan data.  
2. Memikirkan kembali apabila ingin mengambil atau memindahkan 
masyarakat dari tanah magersari yang ia tempati. Supaya jarak antara 
tempat kerja , sekolah dan lokasi tinggal tidak jauh. 
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